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PERNYATAAN KEASLIAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi 

salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (SI) di Fakultas 

Syariah UIN STS Jambi. 

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya 

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi. 

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya 

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia 

menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi. 
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MOTTO 

ِإ ِ ِالِْنَّ بُّ ِالْكَرَمَ,ِجَوَادٌِيحُ  بُّ ِالنَّظَافةََ,ِكَر يمٌِيحُ  بُّ يفٌِيحُ  ِالطَّيِّبَ,ِنظَ  بُّ َِطَيِّبٌِيحُ  ِْْجُودَ,ِفنَظَِّفُِاللََّّ واَِفَْن يَََ  

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-

hal yang suci, dia maha bersih yang menyukai kebersihan, 

dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, dia maha indah 

yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah 

tempat-tempatmu.”(HR.Tirmidzi). 
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ABSTRAK  

 

Nama  : Mila Oktasary 

Nim  : 105190176 

Judul  : Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di    

  Kabupaten Tebo 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelenggaraan  pengelolaan sampah 

oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo dan untuk mengetahui 

bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Tebo dalam pengelolaan sampah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitati, 

yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta atau fenomena yang 

ada di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Tekhnik dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sementara itu, analisis data yang digunakan yaitu analisis terdiri 

atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup di Kabupaten Tebo dinilai belum optimal, ditandai dengan belum adanya 

pengelolaan sampah, justru sampah langsung di buang ke TPA tanpa adanya 
pemilahan dan proses pengolahan sampah terlebih dahulu, hal ini bisa menjadikan 

volume sampah meningkat akibat tumpukan sampah yang tidak adanya 

pengolahan terlebih dahulu. Tak hanya itu, sarana dan prasarana dalam 

pengangkutan sampah dan sosialisasi kepada masyarakat juga kurang maksimal di 

lakukan hal ini terjadi karena pemerintah masih kurang dalam menjalankan 

program  pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo. 

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat, Lingkungan 

Hidup, Ekologi Pemerintahan. 
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ABSTRACT 

 

Name  :Mila Oktasary 

NIM  :105190176 

Title  :Waste Management By The Environmental Service In Tebo     

  Regency 

    

The purpose of this study was to determine the implementation of waste 

management by the Environmental Service in Tebo District and to find out how 

the Tebo District community participates in waste management. The method used 

in this study is the qualitative research method, which describes systematically the 

facts or phenomena that exist in the field. Sources of data in this study are primary 

data and secondary data. Techniques in collecting data through observation, 

interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis used was an analysis 

consisting of three streams of activities that occurred simultaneously, namely: data 

reduction, data presentation, drawing conclusions/verification. Based on the 

research results, it is known that the implementation of waste management carried 

out by the Environmental Service in Tebo Regency is considered not optimal, 

marked by the absence of waste management, instead waste is disposed of directly 

to the TPA without prior waste sorting and processing, this can increase the 

volume of waste. increased due to piles of waste without prior processing. Not 

only that, the facilities and infrastructure for transporting waste and outreach to 

the community are also not being carried out optimally. This is because the 

government is still lacking in implementing the waste management program in 

Tebo Regency. 

Keywords: Waste Management, Community Participation, Environment, 

Government Ecology. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Permasalahan sampah saat ini merupakan masalah yang bisa dikatakan 

sangat krusial. Tak hanya itu dampak dari sampah ini menjadi salah satu masalah 

yang tidak wajar dari sisi kehidupan.1 Sampah merupakan sisa dari kegiatan 

sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat yang 

berupa zat organik atau anorganik, bersifat terurai atau tidak dapat terurai yang 

dianggap sudah tidak berguna lagi dan kemudian dibuang ke lingkungan.2 

Menurut perkiraan, volume sampah yang dihasilkan per orangnya rata-rata sekitar 

5 kg per harinya. Dengan jumlah tersebut bisa tergolong besar maka, perlu adanya 

penanganan yang khusus untuk menanggulangi permasalahan ini.3 

Persoalan sampah tidak bisa dipisahkan dari jumlah penduduk yang 

menempati suatu wilayah ditambah luas wilayah yang ditempati itu sendiri. 

Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi volume sampah adalah: 

1) Kepadatan penduduk sangat mempengaruhi beberapa banyak jumlah sampah 

yang dibuang setiap hari 

2) Pola hidup yang serba konsumtif menjadi sumber utama banyaknya sampah 

yang harus dibuang setiap hari. 

                                                             
1 Sudradjat, Mengelola Sampah Kota: Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota Dengan 

Manajemen Terpadu Dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik Dan Kompos, (Bogor: Penebar 

Swadaya, 2019), hlm. 6 
2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 Ayat (1). 
3 Admin Kejar Mimpi, https://kejarmimpi.id/ngeri-tumpukan-sampah-di-indonesia-bisa-

menyaingi-candi-borobudur-90.html, diakses, 27 Desember 2022. 

https://kejarmimpi.id/ngeri-tumpukan-sampah-di-indonesia-bisa-menyaingi-candi-borobudur-90.html
https://kejarmimpi.id/ngeri-tumpukan-sampah-di-indonesia-bisa-menyaingi-candi-borobudur-90.html
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3) Jika kepadatan penduduk tidak seimbang dengan lahan yang menjadi tempat 

tinggal maka, tumpukan sampah secara besar-besaran menjadi sebuah 

keniscayaan.4 

Persoalan kebersihan ini yang menjadi perhatian penting dalam Islam, 

agama sejak dini memerintahkan pemeluknya untuk hidup secara bersih, karena 

bagaimana pun juga kebersihan merupakan bentuk dari kehidupan, sementara 

keindahan adalah sesuatu yang sangat dicintai tuhan. Namun, kebersihan tidak 

hanya memaknai sebagai aktivitas membuang kotoran, menjaga kotoran agar 

tidak mencemari lingkungan juga bentuk dari kebersihan bahkan nilainya lebih 

mulia dibanding membuang kotoran.5 

Rasulullah SAW. Bersabda: 

يْمَانِ  شَطْرُِ الَطَّهوُْرُِ اْلإ   

“Kebersihan adalah sebagian dari iman.” (H.R. Muslim).6 

Berdasarkan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 terkait pengelolaan Sampah, peraturan tersebut 

mengatur perubahan paradigma mendasar dalam pengelolaan sampah, dari 

paradigma pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan menjadi fokus pada 

pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah 

sangat penting diterapkan oleh semua lapisan pemerintah, dunia usaha dan seluruh 

masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk membatasi timbul sampah, daur 

                                                             
4 Abbas Sofwan Matla’il Fajar, Fiqih Ekologi, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm 

235- 236. 
5 Muhammad Thalhah dan Achmad Mufid, Fiqh Ekologi, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Total 

media, 2008), hlm. 295. 
6 H.R Muslim No.328 
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ulang dan pemanfaatan kembali, atau menggunakan teknik 3R (reduce, reuse, 

recycle).7 

Kabupaten Tebo merupakan daerah yang masuk diperingkat ke 5 

penduduk terpadat di Provinsi Jambi, yang terdapat 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 

dan 107 Desa.8 Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada tahun 

2021 jika diperkirakan timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Tebo 

mancapai kurang lebih 1.552.31 ton/harinya dan jumlah yang terangkut ke TPA 

kurang lebih 1.139.07 ton/hari.9 Dari adannya daerah yang padat penduduk ini 

membuat permasalahan sampah semakin hari semakin tinggi apabila tidak adanya 

tindak lanjut dari pemerintah maupun Dinas Lingkungan Hidup.   

Kecamatan Rimbo Bujang merupakan salah satu kecamatan yang timbulan 

sampahnya paling banyak dari beberapa kecamatan di Kabupaten Tebo, dari 

banyaknya tumbulan sampah tersebut menjadikan tumpukan sampah di TPS, yang 

membuat di sekitar TPS terlihat kumuh dikarenakan minimnya TPS. Tingginya 

timbulan sampah ini disebabkan adanya aktivitas masyarakat Kabupaten Tebo 

yang beraneka ragam seperti banyaknya masyarakat yang membuang sampah dan 

sedikit masyarakat yang mengelola sampah menjadi nilai guna, belum banyaknya 

bank sampah untuk mengurangi beban TPA maupun TPS serta belum berjalanya 

program 3R (reduce, reuse, recycle), hal ini menyebabkan tumpukan sampah di 

setiap TPS.  

                                                             
7 Suryani, Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus 

Bank Sampah Malang). Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.5. No.1, (2019), hlm 71-84. 
8 BPS Kabupaten Tebo 
9 Dinas Lingkungan Hidup, Rencana Strategis Sinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Tebo,https://docplayer.info/96378246-Dinas-lingkungan-hidup.html. Diakses 05-01-2023. 
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Menurut Dinas Lingkungan Hidup bahwa di Kecamatan Rimbo Bujang 

memiliki TPS sejumlah 9 TPS, namun persebaran TPS di Kecamatan Rimbo 

Bujang belum merata ke seluruh kelurahan yang ada. Dari beberapa TPS di 

Rimbo Bujang diketahui bahwa tempat penampungan sampah belum bisa 

melakukan pelayanan seefektif mungkin, dikarenakan dari hasil observasi yang 

dilakukan diketahui bahwa terdapat beberapa wilayah yang belum dilayani penuh 

oleh petugas.  

Sejalan dengan perkembangan teknologi serta tingkat kepadatan penduduk 

yang meningkat permasalahan sampah di Kabupaten Tebo belum bisa 

mendapatkan pengelolaan sampah yang maksimal. Hal ini dikarenakan secara 

insfrastruktur dan manajemen sampah belum bisa tertangani sesuai dengan konsep 

dari pebangunan yang berkelanjutan. Dimana proses penangananya adalah dengan 

melakukan pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan 

pemerosesaan akhir sampah. Meski hal ini sudah diatur di dalam perda No. 8 

Tahun 2021 akan tetapi Kabupaten Tebo masih menggunakan paradigma lama 

yaitu pengelolaan sampah dengan kumpul, angkut, buang saja.   

Permasalahan mengenai pengelolaan sampah bukan hanya proses dalam 

penanganan sampah saja, akan tetapi sarana dan prasarana pendukung dari proses 

pengelolaan sampah itu sendiri juga perlu diperhatikan. Untuk pengelolaan 

sampah di Kabupaten Tebo sarana dan prasarana dalam hal pengangkutan sampah 

masih kurang diperhatikan oleh pihak tekait. Sampah yang menumpuk di TPS 

sebetulnya bukan kesalahan dari petugas kebersihan, akan tetapi kurangnya 
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armada pengangkut sampah. Bapak Prasetyo selaku petugas kebersihan 

mengemukaka: 

“Untuk armada pengangkut sampah masih kurang, sedangkan armada 

yang disediakan terbatas dan sampah yang di TPS membeludak, 

seharusnya Dinas bisa menambah armada agar sampah bisa langsung di 

proses dan tidak hanya menumpuk di TPS saja.”10  

 

Pihak yang paling berperan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo 

adalah Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu urusan kerja di lingkungan 

pemerintahan dan memiliki sebuah tugas pokok yang melaksakan kewenangan 

dekosentrasi dibidang kebersihan dan lingkungan hidup serta tugas lainya yang 

telah diberikan oleh Bupati. Tujuan yang diamanatkan kepada Dinas Lingkungan 

Hidup memegang peran yang sangat strategis dalam kebersihan lingkungan di 

Kabupaten Tebo termasuk dalam pengelolaan sampahnya. 

Perda No.8 Tahun 2021 pasal (1) menelaskan pengelolaan sampah 

merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meluputi 

pengurangan dan penanganan sampah. Dengan adanya permasalahan pengelolaan 

sampah ini maka pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 22 ayat (1),11 menjelaskan 

kegiatan dalam pengelolaan sampah meliputi penyelenggaraannya pelayanan 

dalam pengelolaan sampah hal ini terkait pada pemilahan sampah, pengumpulan 

sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pembungan akhir 

sampah. 

                                                             
10 Wawancara Bapak Prasetyo selaku petugas kebersihan, 23-05-2023. 
11 UU No.18 tahun 2008 pasal 22 ayat 1 tentang penyelenggaraan pelayanan dalam 

pengelolaan sampah. 



6 

  

Perda tersebut menjelaskan pengelolaan sampah digolongkan berdasarkan 

jenis sampahnya. Namun dalam pengelolaan sampah tersebut  masih banyak 

temuan jenis sampah yang masih berserakan, di TPS maupun di pasar, di jalan 

dan lain sebagainya, meski sudah ada aturan terkait pengelolaan sampah di 

Kabupaten Tebo, pada kenyataanya masih banyak sampah yang tidak terkelola, 

hal ini penulis temukan pada observasi awal.   Bersadarkan latar belakang di atas, 

maka dengan ini peneliti juga ingin melakukan sebuah penelitian tentang 

“Pengelolaan Sampah  Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo.” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latarbelakang yang dipaparkan diatas, rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan 

Hidup di Kabupaten Tebo?  

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten 

Tebo? 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten 

Tebo? 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Dari setiap penelitian yang mana akan memiliki tujuan di dalam penelitian 

tersebut, maka hal ini sangat perlu dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk setiap 

adanya kegiatan penelitian maka dari itu adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan pengelolaan sampah 

oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten 

Tebo.  

b. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah  di Kabupaten Tebo. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pendukung dan penghambat 

pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan  untuk: 

a. Dapat digunakan bagi pengembangan ilmu pemerintahan terkhususnya 

mengenai pengelolaan sampah plastik, serta dapat dijadikan referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya.  

b. Diharapkan hasil kajian dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca mengenai 

pengelolaan sampah plastik yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak 

hanya pemerintah saja yang bertindak namun masyarakat juga ikut serta 

berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.  

c. Dapat digunakan untuk salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata 

satu (S1) ilmu pemerintahan, fakultas syariah di UIN STS JAMBI. 

D.      BATASAN MASALAH 

Mengenai penelitian ini difokuskan di Kecamatan Rimbo Bujang karena 

Rimbo Bujang merupakan pusat pasar besar dari 4 Kecamatan sekitarnya yaitu 
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Rimbo Ulu, Rimbo Mulyo, Rimbo Ilir, Tuju Koto Ilir. Sehingga memiliki 

timbunan sampah paling banyak dari beberapa kecamatan, dengan itu penulis 

membatasi penelitian ini agar tidak menyebar luas dari pembahasan yang penulis 

teliti. 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

Berdasarkan masalah di atas pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo yang 

belum maksimal berdasarkan perda yang berlaku. Implementasi dari perda tentang 

pengelolaan sampah ini masih perlu ditindak lanjuti, terutama mengenai 

penyelenggaraan pengelolaan sampah. Namun apabila pengelolaan tersebut bisa 

dilakukan dengan baik, maka sampah plastik bisa dimanfaatkan atau menjadi 

barang yang memiliki nilai ekonomis. 

Pertama,, penelitian yang di lakukan oleh Eka Putri Demanik, mahasiswi 

dari Universitas Atma Jaya Jogyakarta, dengan penelitian yang berjudul, 

“Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di kota Pekanbaru 

Provinsi Riau.” Penelitian ini membahas mengenai, bahwa Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2014 belum efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan 

sebagai akibat sampah di Kota Pekanbaru. Tidak efektifnya Perda No. 8 Tahun 

2014 dalam pengendalian pencemaran akibat sampah di Kota Pekanbaru 

disebabkan oleh adanya beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan 
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kurangnya pengawasan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan.12  

Kedua, penelitian yang dilakukan Rahma Yuniarsih, mahasiswi dari Uin 

Sulthan Thaha Saifudin Jambi, dengan penelitian yang berjudul “Pengelolaan 

Sampah Organik Pada Swalayan Modern Kota Jambi Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.” 

Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan sampah organik di Swalayan 

Modern yang di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah Kota 

Jambi yang belum bisa dikatakan berjalan dengan baik dimana ditandai dengan 

adanya volume sampah yang di hasilkan oleh swalayan modern Jambi 

Townsquuare dan tidak ada  tindak lanjut untuk pelaku usaha lainya. Dalam 

implementasi peraturan ini masih kurang efektif dalam masyarakat dimana kurang 

berjalan dan kurang tindakan dilapangan karena tidak sesuai dengan peraturan 

yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah tentang sanksi dan pelanggaran 

terhadap kebersihan, dimana hal ini terlihat tegas sehingga membuat pelaku usaha 

dan masyarakat tidak begitu maksimal dalam menerapkan kebijakan peraturan 

tersebut.13 

Ketiga, penelitian yang di lakukan Muhammad, mahasiswa Uin Sulthan 

Thaha Saifudin Jambi, penelitian yang bejudul “Implementasi Peraturan Daerah 

Kota Jambi Nomor 8 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Kelurahan 

                                                             
12 Eka Putri Dermanik, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru 

Provinsi Riau. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020. 

13 Rahma Yuniarsih, Alhusni Alhusni, dan Tri Endah Karya Lestiyani. “Pengelolaan 

Sampah Organik Pada Swalayan Modern di Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi 

Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. 
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Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi).” penelitian ini membahas 

mengenai Pengelolaan sampah di kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo 

bahwa peran masyarakat masih belum disiplin dalam membuang sampah dan hal 

ini juga menjadi masalah tersendiri kesadaran masyarakat untuk ikut serta 

menjaga kebersihan sangat diperlukan namun masyarakat belum bisa disalahkan 

begitu saja bahwa semua pihak harus ikut serta dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat. Dan penelitian ini juga menggambarkan secara umum dan tujuan 

Perda dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata.14 

Dari empat penelitian tersebut memiliki kesamaan permasalahan dalam 

implementasi peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, yakni masih 

kurangnya  partisipasi masyarakat. Ini menjadi masalah umum yang mana hampir 

terjadi pada setiap daerah dan kurangnya masyarakat yang ikut partisipasi dalam 

penanganan sampah. Dan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu dimana letak 

tempat penelitian, metode penelitian dan teori yang berbeda. Dalam penelitian 

yang akan dilakukan penulis akan menyoroti permasalahan yang berbeda 

mengenai pengelolaan sampah. Implementasi mengenai peraturan daerah 

mengenai pengelolaan sampah, yang masih belum optimal dan terlihat masih 

banyaknya sampah yang menumpuk baik itu di TPS maupun di TPA dikarenakan 

belum adanya pengolahan sampah oleh pihak terkait.  

                                                             
14 Reza Afriyansyah. “Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah Anorganik 

Berbasis Ekonomi Kreatif di Bank Sampah Barokah Bersama Kota Baru Kota Jambi.” UIN 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. 
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F.   METODE PENELITIAN 

Dalam konteks ini, metode penelitian merupakan serangkaian prosedur, 

berupa tata cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam 

penelitian ini. Sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten 

antara metode yang digunakan dengan teknik operasional dalam pengumpulan 

data, instrumen penelitian dan analisis data.15 

1. Tempat dan waktu penelitian 

Penulis mengadakan penelitian yang di perkirakan dari bulan Mei 2023 s/d Juli 

2023 yang akan di lakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku, 

dan sumber lain. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sugiyono merupakan 

suatu penelitian naturalistik karena penelitian ini didasarkan pada kondisi yang 

alamiah.16 Maka dari itu peneliti  menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang 

mana penelitian kualitatif ini dapat menerangkan gejala permasalahan yang ada di 

Kabupaten Tebo. 

3.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis 

empiris. Pendekatan yuridis merupakan hukum yang dilihat sebagai norma,  

karena membahas permasalahan penelitian ini, dengan menggunakan bahan-bahan 

                                                             
15 Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta,: PT Rajagrafindo Persada, 2016). 

hlm. 212 
16 Zaenal Arifin, “Metodologi Penelitian Pendidikan.” Jurnal Al-Hikmah, Vol.3.No.1 

(2020), hlm 30-31. 
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hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendekatan 

empiris sebagaimana hukum sebagai kenyataan sosial maupun kultural karena 

penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan 

yuridis empiris ini bisa dikatakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga 

disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang 

berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.17  

4. Jenis Dan Sumber Data  

a.  Jenis Data 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis sumber data yaitu: 

1) Data primer  

  Data primer merupakan data utama yang dibutuhkan untuk penelitian, 

yang diperoleh langsung dari sumber atau objek lokasi penelitian atau 

seluruh data penelitian diperoleh dari lapangan.18 Sumber data utama 

adalah informasi terkait peristiwa yang berhubungan. Data utama 

sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi 

penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui 

wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh 

peneliti.19 

 Adapun data primer dalam penelitian ini yang berjudul Pengelolaan 

Sampah Oleh Dinas Lingkungan di Kabupaten Tebo. Di mana di dalam 

                                                             
17Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodolog Penelitian, (PT.Bumi Aksara, 

Jakarta:2003), hlm.1. 
18 Indah Nunung Pratiwi, “Penggunaan Media Videocall Dalam Teknologi Komunikasi,” 

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.1.No.2. (Agustus,2017), hlm 22-24. 
53Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,Dan r&d, bandung, CV. Albeta. Vol 

2 No.1, (2018). hlm.7 
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penelitian ini membutuhkan data primer berupa hasil wawancara dari 

berbagai pihak yang terkait, observasi, dokumentasi kegiatan, dan lain 

sebagainya.20  

2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan banyaknya informasi atau data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain. Data sekunder, di mana 

jenis sumber data ini menggunakan literatur.21 Literatur yang digunakan 

adalah buku, jurnal, website dan yang berkaitan dengan objek 

penelitian.22 

b. Sumber Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan informan adalah teknik 

sampel bertujuan atau purposive samplingn yang merupakan teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih orang sebagai sampel 

atau informan dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau 

memiliki kompetensi dengan topik yang akan diteliti.23 

Pada dasarnya teknik ini merupakan bagian dari Teknik Sampel 

Berpeluang (Probability Sampling), yang merupakan teknik sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Informan ini dipilih untuk mengetahui kondisi 

                                                             
20 Wardani,  & Darmawan, Peran Financial Technology pada UMKM: Peningkatan 

Literasi Keuangan Berbasis Payment Gateway. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 10(2) 

2020), hlm 170-175. 
21 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.35. 
22 Dudung abdurahman, Pengantar Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: IAIN Sunan 

Kalijaga, 2002), hlm 33-34. 
23  Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.31 
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yang sesuai dengan perkembangan pengelolaan sampah khususnya sampah 

plastik di lingkup wilayah Kabupaten Tebo. 

5.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpilan  data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Ketiga hal tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan data-data 

dalam penelitian.  

a. Observasi 

 Menurut Sudijono, secara umum penelitian observasi ialah cara 

menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang sedang di jadikan sasaran pengamatan.24  

b. Wawancara  

 Wawancara merupakan suatu proses dari sebuah percakapan yang disertai 

dengan adanya tanya jawab yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu 

pewawancara dan terwawancara hal ini merupakan salah satu sumber data 

baik itu informan dalam memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan yang 

telah disampaikan dari peneliti tersebut.25 Adapun informan yang terkait 

langsung dengan penelitian terkait  yaitu: 

 

 

                                                             
24 Mania, S.. Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran. 

Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 11(2), (2008), hlm  220-233. 
25  Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogjakarta: Iain Sunan Kali Jaga 

Yogjakarta,2002), hlm 33-34. 
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Tabel 1 

Data Informan 

INFORMAN JUMLAH 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 1 Orang 

Pegawai/Staf Dinas Lingkungan Hidup 2 Orang 

Masyarakat Kabupaten Tebo 20 Orang 

Petugas Kebersihan 5 Orang 

Petugas Pengangkut Sampah 4 Orang 

Petugas Retribusi Sampah 2 Orang 

JUMLAH 34 Orang 

 

Berdasarkan dari data informan di atas, peneliti akan mewawancarai 

masyarakat, petugas kebersihan, petugas pengangkut sampah dan petugas 

retribusi yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang, dimana lokasi tersebut 

merupakan lokasi yang menurut peneliti tempat pembuangan sampah dan 

tempat penyumbang sampah tersebesar dari pada Kecamatan lain di 

Kabupaten Tebo, dan juga merupakan pusat pasar dari beberapa Kecamatan. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang efisien dan efektif 

karena dokumentasi merupakan sumber daya yang praktis dan dapat di 

kelola. Dalam hal ini dokumentasi dapat digunakan dalam berbagai bidang 

penelitian, baik sebagai metode pengumpulan data utama atau sebagai 

pelengkap metode lain.26  

 

                                                             
26  Natalia Nilamsari, “Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif”, 

Jurnal Wacana, Vol.13. No.2 (Juni 2014), hlm 178. 
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6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya mengelola data dengan 

mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (finding a patter), 

menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali 

(verification), dan memutuskan kesimpulan (tentative conclusion).  

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu metode dalam 

mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai 

dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa 

reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi.27 

G.   SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul Pengelolaan Sampah Oleh 

Dinas Lingkungan di Kabupaten Tebo. Untuk mendapatkan pemahaman secara 

runtut, pembahasan dalam penulisan proposal ini akan di sistematisasi sebagai 

berikut: 

BAB I, bab pertama ini pada dasarnya menjadi dasar bagi penulis 

penelitian bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kerangka teori dan kajian pustaka. 

BAB II, mengenai metode penelitian skripsi yang menjabarkan mengenai 

substansi dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data 

sistematis dan rencana penelitian.  

                                                             
27 Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 

hlm.55 
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BAB III, mengenai  gambaran umum yaitu lokasi penelitian yakni di 

kantor Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo. 

BAB IV, mengenai pembahasan maupun hasil penelitian yaitu 

Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo. 

BAB V, meliputi adanya kesimpulan dan saran, yang ditambahkan dengan 

daftar pustaka, kesimpulan yang diambil dari bukti maupun deskripsi sebelumnya 

yang mana berkaitan erat dengan subjek. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Implementasi Kebijakan  

1. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap dalam berjalanya proses 

kebijakan, dimana implementasi kebijakan tidak hanya menetapkan suatu 

keputusan melainkan bagaimana kebijakan tersebut bisa diaplikasikan dengan 

tepat pada setiap lapisan masyarakat.28 Oleh karena itu, implementasi kebijakan 

merupakan aspek penting dalam suatu proses implementasi kebijakan. Seperti apa 

yang dikatakan Chief J. O. Bahwa: pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang 

penting, bahkan lebih penting dari pembuat kebijakan, karena apabila tidak ada 

implementasi kebijakan maka kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana 

bagus yang tersimpan rapi dalam arsip.29  

Menurut Riant Nugroho, implementasi  merupakan suatu proses yang 

dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, 

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan 

atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapat suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.30 Tahapan implementasi kebijakan 

berhubungan dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan 

                                                             
28 Manoppo, “Implementasi Kebijakan Bela Negara Untuk Mewujudkan Ketahanan 

Nasional Di Wilayah Komando Distrik Militer 1309/Manado.” Jurnal Agri-Sosioekonomi, Vol.17 

No.1, (2021), hlm 103-114. 
29 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan 

Negara, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), hlm 7. 
30 Riant Nugroho, Public Policy, Teori Kebijakan Analisis, Kebijakan Proses, (Jakarta: 

Alex Media Koputindo, 2008), hlm 437. 
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dengan membarikan kewenangan pada suatu kebijakan dan membentuk output 

yang jelas, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh melalui program 

pemerintah.31 

2. Faktor Yang Berpengaruh Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan pada dasarnya akan berhasil jika adanya faktor 

pendukung kebijakan yang saling berhubungan dengan tujuan dari kebijakan 

tersebut seperti yang terdapat pada pemikiran George C Edward, bahwa ada 

empat faktor yang berpengaruh dan mendukung implementasi kebijakan.32 

a) Komunikasi 

Komunikasi merupakan hal utama Dalam menentukan kebijakan 

implementasi kebijakan mengisyaratkan pelaksanaan kebijakan melalui 

apa yang harus dilakukan implementasi kebijakan tidak hanya 

disampaikan kepada pelaksanaan kebijakan tetapi juga disampaikan 

kepada sasaran maupun pihak yang terkait hal itu juga Informasi yang 

disampaikan kepada pelaksanaan kebijakan harus jelas mudah dipahami 

dan konsisten agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.33 

b) Sumber daya 

Sumber daya  merupakan suatu faktor yang penting dalam berjalannya 

suatu kebijakan karena apabila dari isi kebijakan sudah dikomunikasikan 

secara jelas tapi pada pelaksanaannya memiliki kekurangan sumber daya 

                                                             
31 Hesel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi Konsep, Strategi dan 

Kasus (Yogyakarta: Lukan Offiset dan YPASI, 2003), hlm 9. 
32 Subarsono A.G. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), hlm 90. 
33 Afrivakhair, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (USA: Program Scheme For 

Academic Mobillity and Exchange, 2017), hlm 13. 
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dalam melaksanakan kebijakan tersebut maka implementasi kebijakan itu 

tidak akan berjalan sesuai dengan harapan sumber daya yang dimaksud 

adalah manusia yang berperan aktif dalam proses pelaksanaan kebijakan 

dan sumber daya dalam membentuk finansial atau material sebagai 

penunjang keberhasilan dari setiap program kebijakan. 

c) Disposisi  

Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan  hal ini merupakan faktor 

yang penting dari ketiga pendekatan yang mengenai pelaksanaan 

kebijakan publik jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif maka 

pelaksanaan kebijakan harus mengetahui watak dan karakteristik yang 

dimiliki oleh para pelaku kebijakan tersebut apabila pelaksana kebijakan 

memiliki disposisi yang baik maka pelaksana kebijakan pun akan 

menjalankan kebijakannya dengan baik. 

d) Struktur birokrasi 

Struktur birokras merupakan salah satu yang menjadi pelaksana 

kebijakan birokrasi yang dimaksud di sini tidak hanya dalam struktur 

pemerintah tetapi juga berada dalam institusi atau organisasi-organisasi 

yang terkait dalam kebijakan tersebut kebijakan begitu Kompleks 

menurut adanya kerjasama dengan banyak orang struktur birokrasi tidak 

berjalan dengan baik maka hal ini akan menyebabkan sumber daya 

menjadi tidak efektif dan menghambat proses kebijakan.34 Struktur 

birokrasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap sebuah 

                                                             
34 Akib, H. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana.” Jurnal 

Administrasi Publik, Vol.1 No.1 (2019), hlm 1-11. 
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implementasi kebijakan dalam struktur birokrasi Terdapat dua hal yaitu 

standar operating prosedur (SOP) dan fragmentasi.35 

e) Tahap evaluasi kebijakan. 

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih 

dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi 

masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-

kriteria yamh menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang 

telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan 

atau belum. 

B. Ekologi Pemerintahan 

1. Pengertian Ekologi Pemerintahan 

Ekologi pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari adanya 

proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif 

secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi 

negara, maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan 

masyarakatnya. Pemerintah sebagai organisme dalam ekologi mempunyai 

keterkaitan antara satu organisme dengan organisme lain dan saling berinteraksi 

timbal balik dalam satu mata rantai yang tidak terputus.36 

Konsepsentral dalam ekologi adalah ekosistem.Sistem ekologi terbentuk 

karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 

                                                             
35 Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik,” Vol.1 

No.1(2019), hlm 1-2. 
36 Hasibuan, A. S. Peranan Ekologi Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing 

Kebijakan Pemerintah Daerah. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, (2019), hlm  33-47. 
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lingkungannya. Subsistem yang saling melakukan interaksi satusama lain dalam 

rumah tangga organisasi disebut ekosistem. Setiap komponen yang ada memiliki 

fungsi masing-masing. Selama komponen tersebut melaksanakan fungsinya 

dengan baik maka ekosistem tersebut berada dalam suatu keseimbangan. 

Alexander Von Humbolt alam Wulf, mengembangkan pemikiran ekologi 

dalam bidang sosial dengan berasumsi bahwa pemerintahan merupakan 

organisme hidup living organism yang lahir, hidup, berkembang, dan 

kemungkinan kemudian akan mati atau digantikan dengan sistem lainnya. 

Berdasarkan asumsi itulah maka dikembangkan kajian ilmu tentang ekologi 

pemerintahan.37 

Ekologi Pemerintahan adalah suatu ilmu yang memelajari adanya proses 

saling memengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan 

timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi Negara 

maupun antarpemerintah, vertikal-horisontal, dan masyarakatnya. Ekologi 

Pemerintahan dapat juga didefinisikan sebagai cabang ilmu pemerintahan yang 

memelajari pengaruh lingkungan ruang dan waktu terhadap pemerintahan, baik 

sebagaimana adanya das sein maupun sebagaimana diharapkan das sollen. 

Kajian Ekologi Pemerintahan. 

Kajian ekologi pemerintahan memandang objek sebagai sebuah ekosistem. 

Cara pandang ini dilihat sebagai sebuah ekositem yang memiliki sebuah 

lingkungan strategis tersendiri serta berinteraksi dengan lingkungannya. 

                                                             
37 Hasibuan, Afriadi Sjahbana. "Peranan Ekologi Pemerintahan dalam Meningkatkan 

Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah." Jurnal Kebijakan Pemerintahan (2019), hlm 36. 
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Selanjutnya, penggunaan paradigma antroposentrik yakni cara pandang bahwa 

pemerintah akan menjadi pusat perhatian dan faktor utama dari kegiatan 

berbangsa dan bernegara. Penggunaan pendekatan holistik merupakan cara 

pandang bahwa kebijakan dibuat oleh pemerintah dan memikirkan dampaknya 

secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan adanya mekanisme yang berfungsi 

memelihara sistem dalam keadaan seimbang dan dinamis. 

Barker menyampaikan bahwa pemerintahan yang baik akan melaksanakan 

“the possibility to live a good life, and to perform beautiful acts” dalam 

menerapkan konsep ekologi dalam bidang pemerintahan. Ekologi sebagai 

pendekatan, titik pusat ekologi adalah ekosistem, yakni sistem ekologi terbentuk 

karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya dan suatu tempat di mana makhuk hidup maupun tak hidup 

saling berinteraksi satu sama lain, yang disebut ekosistem. Masing-masing 

komponen yang ada memiliki fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, ruang 

lingkup ekologi pemerintahan dapat mencakup: 

a. Dialektika antara pegawai pemerintah dengan pemerintah, subsistem 

pemerintahan, subsistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan, dan 

masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan 

b. Distribusi kewenangan dikaitkan dengan analisis ekologi 

c.  Studi saling ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dengan 

lingkungan yang dimiliki pemerintahan dengan memelajari keberadaan 

dan pengaruh “pemerintahan bayangan” terhadap entitas pemerintahan 

yang formal. 
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Pemerintahan bayangan adalah suatu kekuatan informal yang 

sangat bisa memberikan pengaruh kuat terhadap kebijakan pemerintahan 

dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, ruang lingkup ekologi 

pemerintahan sangat terkait dan saling bergantung satu sama lain dalam 

sistem pemeritnahan.  

C. Konsep Partisipasi Masyarakat 

1. Pengertian Partisipasi 

Pengertian partisipasi menurut Poetro, yaitu keterlibatan yang bersifat 

spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama.38 Partisipasi dalam pelaksanaan, 

pengukurannya bertitik pangkal pada bagaimana masyarakat secara nyata terlibat 

dalam aktivitas riil yang merupakan perwujudan program yang telah digariskan 

di dalam kegiatan fisik, dengan demikian pengukurannya adalah bagaimana 

masyarakat memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan kegiatan 

lembaga yang bersangkutan. Sumbangan tersebut dapat berupa uang, tenaga dan 

dapat pula berwujud barang (material).39 

Partisipasi masyarakat lewat pemerintahan lokal bisa memenuhi tiga 

tujuan pembangunan: Pengembangan kapasitas administrasi, penetapan prioritas 

program, dan reformasi. Kapabilitas administratif perlu dibentuk, jika upaya 

administrasinya harus responsif kepada kebutuhan masyarakat. Orang akan mau 

                                                             
38 Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo, et al, “Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle),” Jurnal Administrasi Publik, 

Vol.1 (2018), hlm 185. 
39  Hadnan Bachtiar, Imam Hanafi, Mochamad Rozikin, at al, “pengembangan bank 

sampah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah,” jurnal administrasi 

publik, Vol.3 (2019), hlm. 165. 
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berpartisipasi lewat proses elektoral dan alat politik dan administratif lainnya 

khususnya untuk menentukan dan mengimplementasikan prioritas program.40 

2. Jenis partisipasi 

Jenis-jenis Partisipasi Menurut pendapat Keith Davis sebagaimana yang 

dikutip Sastropoetro mengemukakan jenis partisipasi sebagai berikut:41 

a. Pikiran (psychological participation), merupakan jenis keikutsertaan 

secara aktif dengan mengerahkan pikiran dalam suatu rangkaian 

kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.  

b. Tenaga (physical participation), adalah partisipasi dari individu atau 

kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam 

suatu aktivitas  dengan maksud tertentu. 

c. Pikiran dan tenaga (psychological and physical participation), 

Partisipasi  ini sifatnya lebih luas lagi di samping mengikutsertakan 

aktivitas  secara fisik dan non fisik secara bersamaan. 

d. Keahlian (participation with skill), merupakan bentuk partisipasi dari 

orang atau kelompok yang mempunyai keahlian khusus, yang 

biasanya juga berlatar belakang pendidikan baik formal maupun non 

formal yang menunjang keahliannya. 

                                                             
40  Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijakan, (Jakarta: Bumi Aksara,1991), hlm 21. 
41 Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo, et al, “Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle),” Jurnal Administrasi Publik,  

Vol.1: (2018), hlm.185. 
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e. Barang (material participation), partisipasi dari orang atau kelompok 

dengan memberikan barang yang dimilikinya untuk membantu 

pelaksanaan kegiatan tersebut. 

D. Pengelolaan Sampah 

1. Pengertian pengelolaan sampah 

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses 

alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik 

bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak 

berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.42 Jika dilihat dari sumbernya, 

sampah dapat berasal dari pemukiman penduduk dan dari tempat-tempat 

umum dan perdagangan tempat umum. Contoh sampah yang dimaksud adalah 

seperti sampah sisa makanan, abu, plastik, kertas, dan kaleng. 

Pengelolaan sampah hal ini terjadi pada sampah yang di hasilkan oleh 

suatu kegiatan manusia dan di kelola untuk mengurangi dampaknya terhadap 

kesehatan. Pengelolaan sampah ini dilakukan agar bisa menjadikan 

memulihkan sumber daya alam resources recorvery.43 Pengelolaan sampah ini 

juga bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang 

berkesinambungan yaitu:  

a. Penampungan Sampah  

                                                             
42 Mahmudi, Dhaluas, Apriliana, et al, “Upaya pengelolahan sampah plastik menjadi 

handycraft di Dusun Dukuh Desa Jatidukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.” Jurnal 

Abdi Bhayangkara, (2019), hlm 87-94. 
43 Nizar danMunawar. “Manajemen Pengelolaan Sampah Kota Berdasarkan Konsep Zero 

Waste: Studi Literatur.” Jurnal Serambi Engineering, Vol.1 No.2 (2017), hlm 22-23. 
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Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber 

sampah adalah penampungan. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sampah yaitu 

Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum 

dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir). Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak 

berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Faktor yang paling 

mempengaruhi  efektivitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola 

penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan. 44 

b. Pengumpulan Sampah  

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari 

tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola 

pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu pola 

individual dan pola komunal sebagai berikut :  

1)  Pola Individual Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber 

sampah kemudian diangkut ke tempat penampungan sementara/TPS 

sebelum dibuang ke TPA.   

2) Pola Komunal Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil 

sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah 

disediakan/ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan 

kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.45 

c. Pemindahan Sampah  

                                                             
 44 Andriani, T, Peran pedagang pasar dalam pengelolaan sampah di lingkungan Pasar 

Ciputat, ( Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,2018). 
45 Purnaini, R. “Perencanaan Pengelolaan Sampah Di Kawasan Selatan Universitas 

Tanjungpura.” Jurnal Teknik Sipil,  Vol.1. No.1 (2019), hlm 22-45. 
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Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil 

pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat 

pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah 

adalah depo, yang mana pemindahan sampah yang dilengkapi dengan 

container. Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya 

diusahakan untuk jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali.46 

d. Pengangkutan Sampah 

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah 

dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber 

sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan 

sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. 

Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu 

yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 

kali lipat. Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari 

perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari kawasan 

perkotaan dan permukiman. 

e. Pembuangan Akhir Sampah  

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk 

membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah 

lebih lanjut. Prinsip pembuang akhir sampah adalah memusnahkan 

                                                             
46 Dedy Ardiansyah, “Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo 

Dalam Pengelolaan Sampah,” Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm 

126. 
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sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat 

pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Kabupaten Tebo 

1.  Sejarah 

   Kabupaten Tebo selama 3,5 abad yang lalu merupakan daerah jajahan sebagai 

pusat pemerintahan Onder Afdeeling dan juga bekas jajahan jepang sebagai pusat 

pemerintahan GUN dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Dari tahun 1948 sampai 

dengan tahun 1951 Kabupaten Tebo dijadikan sebagai pusat ibukota Jambi Ulu. 

Beralih lagi pada tahun 1957 hingga tahun 1959 Kabupaten Tebo dijadikan 

sebagai ibukota  Merangin yang kemudian selama 20 tahun Kabupaten Tebo 

beralih sebagai ibukota Kewedanaan hingga akhirnya selama 35 tahun lamanya 

Kabupaten Tebo berada di bawah panji Kabupaten Bungo Tebo.47 

  Pada tanggal 12 Oktober 1999 Kabupaten Tebo resmi menjadi salah satu 

Kabupaten di Provinsi Jambi dengan memiliki 4 Kecamatan dan 2 Kecamatan 

pembantu yang terdiri dari 5 Kelurahan dan 82 Desa. Sebagai negeri kajang lako 

Kabupaten Tebo memiliki logo “seentak galah serengkuh dayung” dengan 

lambang daerah yang merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui 

musyawarah tokoh masyarakat, tuo tengganai, lembaga adat serta seluruh 

pemerintah kabupaten Tebo.48 

 

                                                             
47 Eprints, https://eprints.ipdn.ac.id/49/5/caltek_bab_iii.pdf  diakses, 22-06-2023, pukul 

19.09 
48 Drs. Kamarudin Oemar, M.si dkk, “The History Of The Division Tebo Regency in 

Jambi Province (1999-2015)”, 

https:jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/articledownload/14069/1362. Diakses 28-02-2023 pukul 

17-02-2023. 
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2. Letak Geografis 

Kabupaten Tebo berada pada posisi bagian barat Provinsi Jambi tepatnya 

terletak diantara titik koordinat 0º 52’ 32” - 01º 54’ 50” LS dan 101º 48’ 57” - 

102º 49’ 17” BT, Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh iklim tropis dan wilayah dan 

berada pada ketinggian antara 50-1.000 mdpl. 

Luas wilayah Kabupaten Tebo yaitu 646.100 Ha atau 11,86% dari luas wilayah 

Provinsi Jambi, yang terdiri dari 12 kecamatan, 107 desa dan 5 kelurahan. Luas 

kecamatan terbesar adalah Kecamatan Sumay seluas 129.695,95 Ha atau 20,1% 

dari luas wilayah seluruh Kabupaten Tebo. Secara administrasi Kabupaten Tebo 

memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Kabupaten Indragiri Hulu (Provins Riau) 

Sebelah Selatan :    Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo 

Sebelah Barat   :   Kabupaten Bungo dan Kab. Damasaraya (Prov.      

Sumbar) 

Sebelah Timur   :  Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kab. 

Batanghari.49 

Kabupaten Tebo secara wilayah administratif terdiri dari 12 kecamatan,5 

kelurahan, dan 107 desa. Topografi Kabupaten Tebo umumnya merupakan 

dataran rendah dan sedikit berbukit dan rawa-rawa dengan kemiringan 

bervariasi. Adapun luas lahan berdasarkan kemiringannya yaitu kemiringan 0-

2% seluas 66.400 Ha (10,28%), kemiringan 2-15% seluas 456.800 Ha (70.70%), 

kemiringan 16-40% seluas 80.000 Ha (16,38%) dan dengan kemiringan 40% 

                                                             
49  Tebokab.go.id, diakses 22-06-2023, pukul 19.16 
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seluas 42.900 Ha (6,64 %),Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan 

kawasan Kabupaten Tebo dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu daerah dataran 

rendah dengan ketinggian < 50 M di Kec. Tebo Ilir, dataran rendah dengan 

ketinggian 50 – 100 meter di Kecamatan Tebo Tengah dan Rimbo Bujang. 

Daerah tinggi dengan ketinggian sedang di antara 100 – 1000 M di Kecamatan 

Sumay.50 

3. Demografis 

Kabupaten Tebo merupakan daerah yang masuk diperingkat ke 5 penduduk 

terpadat, yang terdapat 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 107 Desa. berdasarkan 

data yang diperoleh dari sensus penduduk dan data administrasi 2020, jumlah 

penduduk Kabupaten Tebo mencapai 337.669 jiwa, dengan penduduk laki-laki 

173.708 jiwa dan perempuan 163.961 jiwa.51 Keadaan penduduk ksbupsten 

Tebo bisa dikatakan merupakan penduduk yang homogen, dengan mata 

pencarian yang beragam, terdiri dari bidang industri yang mencapai 16,46% 

bidang perdagangan mencapai 30,83%, bidang jasa-jasa mencapai 28,83% dan 

bidang lainya mencapai 15,05%. 

Sumber daya manusia produktif di Kabupaten Tebo menurut data yang ada 

sebanyak 192.138 orang, jumlah angkatan kerja yang terserap di pasar kerja 

adalah 70%dari sumber daya manusia produktif atau sedang mencari pekerjaan 

adalah 30%.52 Dalam statistik penduduk Kabupaten Tebo tingkat pendidikan 

                                                             
50 Bps Kabupaten Tebo, pada 28-02-2023. 
51 Bps Kabupaten Tebo, pada 19-02-2023. 
52 Zhujiword, Kabupaten Tebo, https://ms.zhujiword.com/id/3543559-kabupaten-tebo/, 

diakses pada, 25-02-2023 Pukul 18.27. 
 

https://ms.zhujiword.com/id/3543559-kabupaten-tebo/
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angkatan kerja adalah 7% merupakan tamat SD 23% tamat SD, 15% tamat 

SLTA dan hampir 3% tamat perguruangan tinggi (D1-S2). 

Kabupaten Tebo, merupakan wilayah kabupaten dengan kepadatan penduduk 

yang tidak terlalu kompleks, juga tata ruang perkotaan yang masih pada tahap 

perbaikan. Kemudian kondisi masyarakatnya tertib dan religius. Sehingga dapat 

dikatakan masyarakat yang ramah, maju dan modern, serta dapat menerima 

kegiatan ekonomi yang berasal dari luar (dalam hal ini investasi). 

B. Dinas Lingkungan Hidup 

1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup 

a. Visi 

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan 

Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu instansi pemerintah. Kabupaten 

Tebo yang diberi tugas wewenang sebagai pengelola lingkungan hidup perlu 

secara terus-menerus mengembangkan peluang dan inovasi, untuk 

mengantisipasi persaingan tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan 

prima sehingga dapat berbenah diri agar tetap eksis dan unggul, dengan 

senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan ke arah perbaikan. Untuk 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang 

bertanggung jawab ke depan publik dan berdasarkan nilai-nilai leluhur yang 

ada, tantangan yang dihadapi serta hasil yang diharapkan dalam priode 

tertentu pada masa mendatang.  

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan terencana konsisten dan 

berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang 
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berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat dan 

mempertanggungjawabkan hasil dari pelayanan masyarakat fisik adalah 

merupakan cara pandang jauh ke depan tentang keamanan dinas ini akan 

diarahkan dan apa yang dicapai sehingga sejalan visi dan arah pembangunan 

kabupaten jangka panjang pendek serta memperhatikan peran dan potensi 

yang ada maka ditetapkan visi dinas lingkungan hidup kabupaten Tebo 

terwujudnya kesadaran masyarakat dan aparatur terhadap upaya pelestarian 

fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya alam yang 

berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, Menuju Sejahtera (MTS) 

Aman, Harmonis dan Merata.53 

b. Misi 

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas agar arah dan tujuan 

pembangunan di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten yaitu: 

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan 

mewariskan lingkungan yang baik kepada generasi mendatang.  

- Menumbuhkembangkan rasa tanggungjawab masyarakat dan 

aparatur dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan kualitas 

lingkungan hidup.  

- Mencari dan mengembangkan serta menggunakan teknologi yang 

hemat energi, ramah lingkungan serta menjaga kelestarian 

ekosistem.  

                                                             
53 Profil Dias Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Pada 28-02-2023.  
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- Meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang 

menganut prinsip efisiensi pemerataan dan berwawasan 

lingkungan. 

- Meningkatkan upaya pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap 

mempertahankan aspek fungsi pelestarian lingkungan hidup dalam 

rangka pengendalian perubahan iklim dan pemanasan global.54 

2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 

a. Struktur Organisasi 

 

3. Tujuan dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

Tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan Bupati nomor 63 tahun 207 

tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas 

lingkungan hidup kabupaten Tebo tugas pokok dinas lingkungan hidup 

                                                             
54 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Pada 23-06-2023. 
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melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas 

dimaksud dinas lingkungan hidup kabupaten mempunyai fungsi:55 

a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup pelaksanaan 

kebijakan di bidang lingkungan hidup. 

b. Pengordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang 

tata lingkungan, pelayanan kebersihan pengelolaan sampah 

pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan penataan 

peningkatan kapasitas lingkungan hiduppertamanan, pemakaman 

umum, ruang terbuka hijau dan hutan kota. 

c. Pengoordinasian kegiatan bidang kehutanan sesuai kewenangan 

Daerah. 

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tata 

lingkungan, pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah, 

pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan 

penaatan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pertamanan, 

pemakaman umum, ruang terbuka hijau dan hutan kota. 

e. Penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan lingkungan 

hidup dan peran serta masyarakat. 

f. Penataan prasarana lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, 

pertamanan umum, ruang terbuka hijau dan hutan kota. 

g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis lingkungan hidupi. 

Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

                                                             
55 Profil dinas lingkungan hidup kabupateb tebo, pada 18-02-2023. 



37 

  

di bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, pertamanan 

umum, ruang terbuka hijau dan hutan kota. 

h. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup. 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.56 

4. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 

a. Sumber Daya Aparatur 

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo 

keadaan adalah sebanyak 51 orang, terdiri dari:  

Pegawai Negeri Sipil  : 26 Orang 

Pegawai Honorer  : 25 Orang 

Deskripsi Kompetensi Tingkat Pendidikan Formal Pegawai 

Tabel 1  

Deskripsi Kompetensi Tingkat Pendidikan Formal Pegawai 

                                                             
56 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Pada 23-06-2023.  

NO. PENDIDIKAN FORMAL JUMLAH KETERANGAN 

 
1 

 
Pasca Sarjana 

 
3 

 

 
2 

 
Sarjana 

 
15 

 
3 

 
Sarjana Muda 

 
3 

 
4 

 
SLTA Sederajat 

 
5 

 
5 

 
SLTP Sederajat 

 
- 

 
6 

 
SD 

 
- 

 JUMLAH 26  
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Tabel 2  

Deskripsi Kompetensi Tingkat Eselonering Pegawai 

No. ESELON Jumlah 

1 
2 
3 
4 

Eselon II B Eselon III 

A 
Eselon III B Eselon IV 
A 

1 
1 
4 
5 

 JUMLAH 11 

 

Tabel 3  

Deskripsi Kompetensi Tingkat Pangkat / Golongan Pegawai 

No. Pangkat / Golongan Jumlah 

 
1 

 
Pembina Utama Muda (IV/c) 

 
1 

 
2 

 
Pembina (IV/a) 

 
4 

 
3 

 
Penata Tingkat I (III/d) 

 
2 

 
4 

 
Penata (III/c) 

 
4 

 
5 

 
Penata Muda Tk. I (III/b) 

 
3 

 
6 

 
Penata Muda (III/a) 

 
5 

 
7 

 
Pengatur Tk. I (II/d) 

 
2 

 
8 

 
Pengatur (II/c) 

 
5 

 
9 

 
Pengatur Muda Tk. I (II/b) 

 
- 

 
10 

 
Pengatur Muda (II/a) 

 
- 

 
11 

 
Juru Tk. I (I/d) 

 
- 

 
12 

 
Juru (I/c) 

 
- 

 JUMLAH 26 
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Tabel 4 

 Deskripsi Kompetensi Tingkat Pendidikan Struktural Pegawai 

No. Pendidikan Struktural Jumlah 

 

1 

 

Diklatpim Tk. II 

 

1 

 

2 

 

Diklatpim Tk. III 

 

4 

 

3 

 

 

Diklatpim Tk. IV 

 

2 

 JUMLAH 7 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Di Kabupaten Tebo 

Perda No.8 Tahun 2021 pasal (3) menjelaskan tujuan pengelolaan sampah, 

yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan 

menjadikan sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah. Yang 

dapat memandang sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi dan dapat 

dimanfaatkan. Paradigma penanganan sampah yang relatif lebih bijak adalah 

pilah, kumpul, angkut, olah, buang. Sampah yang dibuang adalah sampah yang 

benar-benar sudah tidak dapat lagi untuk dimanfaatkan dan tak lagi bernilai 

ekonomi.57  

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dapat dilakukan 

dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah 

meliputi kegiatan 3 R yaitu pembatasan (Reduce), penggunaan kembali (Reuse), 

dan pendaur ulang-an (Recycle).58 Sedangkan, kegiatan penanganan sampah 

meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan 

akhir. Meski sudah diatur dalam Perda, namun pengelolaan sampah di Kabupaten 

Tebo masih menggunakan paradigma lama. Berdasarkan wawancara dengan 

Bapak Arif Budiman, beliau mengatakan:  

                                                             
57 Perda No.8 Tahun 2021 Pasal (3) tentang Tujuan Pengelolaan Sampah. 
58 Suryani, Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah. Jurnal Masalah-

Masalah Sosial, Vol.5 No.1, (2009), hlm 71-84. 
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“Memang sejauh ini sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo masih 

menggunakan  sistem paradigma lama yaitu kumpul angkut buang saja, 

padahal pengelolaan tersebut bisa lebih optimal apabila menggunakan 

sistem pengelolaan sampah yang baru.”59 

Berdasarkan data dari bapak Arif  Budiman selaku Kabid Pengelolaan 

Sampah Dan Kebersihan tersebut, paradigma lama mengenai pengelolaan sampah 

dengan metode lama harus ditinggalkan  dan segera beralih ke paradigma baru 

karena paradigma baru dapat mengubah sampah menjadi bahan yang bernilai dan 

dapat bermanfaat dalam proses pengurangan sampah.   

Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang 

untuk menampung sampah kurang. Semakin meningkat aktivitas penduduk, 

sampah yang dihasilkan semakin banyak, misalnya pada aktivitas pembangunan, 

perdagangan, industri, dan sebagainya. Sistem pengumpulan atau pembuangan 

sampah yang dipakai. Dilihat dari rekapitulasi sampah perbulan dari tahun 2020-

2022 dapat dilihat sebagai berikut: 

Grafik 1 

Rekapitulasi Timbulan Sampah Kab. Tebo Tahun 2020-2022. 

 
                                                             

59 Wawancara bersama bapak  Arif Budiman selaku kabid pengelolan sampah dan 

kebersihan, 23-05-2023.  
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Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 

dari tahun 2020-2022, sampah di Kabupaten Tebo menunjukan setiap akhir bulan 

selalu meningkat dilihat minimnya kesadaran dari masyarakat hingga kurangnya 

peraturan pemerintah dalam mengurangi produksi sampah.60 Masyarakat harus 

mulai menerapkan sistem 3R yang mana minimal bisa mengurangi sampah 

dengan cara membatasi sampah plastik atau dengan cara mengolah sampah. 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis uraikan pelaksanaan pengelolaan 

sampah di Kabupaten Tebo berdasarkan indikator penelelitian, sebagai berikut: 

                                                             
60 SIPSN.go.id 
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1. Pemilahan Sampah 

Pemilahan sampah yaitu kegiatan mengelompokkan dan memisahkan 

sampah sesuai dengan jenis, jumlah atau sifat sampah. Pemilahan sampah di 

rumah bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah 

anorganik dan sampah residu. Tujuan pemilahan sampah yaitu untuk 

mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya. Selain memudahkan 

pengelolaan sampah selanjutnya, pemilahan sampah organik dan anorganik 

dapat mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh penumpukan 

sampah yang masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Terkait 

dengan proses pemilahan sampah dari Bapak Khaliri mengatakan: 

“Untuk pemilahan sampah sendiri Mbak, masyarakat masih banyak 

yang tidak membedakan dan memilah terlebih dahulu sebelum di ambil 

oleh petugas sampah, sampah anorganik dan organik  sampah tersebut  

di gabung jadi satu dan langsung di buang ke TPS dan kadang langsung 

di jemput dari rumah ke rumah, dan sampah yang sering saya temukan 

di TPS, juga kebanyakan sampah plastik dan sampah sayur.”61 

Di lanjutkan oleh Bapak Wahid beliau mengatakan: 

“Dulu di Rimbo Bujang ada yang namanya bank sampah al-Inayah di 

unit 3, masyarakat yang dekat dengan bank sampah tersebut bisa 

memilah sampah langsuh dari tempat itu, sampah yang bisa di daur 

ulang dan sekaligus juga memberikan manfaat ekonomi bagi 

masyarakat, tapi mbak, justru bank sampah al-inayah cuma bisa 

bertahan beberapa bulan saja karena masyarakat berfikir lebih praktis di 

letakan di depan rumah dan petugas yang mengambil langsung.”62 

Berdasarkan hasil wawanacara bapak Khaliri dan bapak Wahid, selaku 

petugas kebersihan, bahwa dalam proses pemilahan sampah masih menunjukan 

                                                             
61 Wawancara Bersama Bapak Khaliri Selaku Petugas Kebersihan, 14 Mei 2023. 
62 Wawancara Bersama Bapak Wahid Selaku Petugas Kebersihan, 14 Mei 2023. 
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ketidakpahaman masyarakat bahwa sampah tak hanya memiliki nilai negatif 

tetapi juga memiliki nilai yang positif juga yaitu dalam hal pemilihan sampah. 

Di bawah ini merupakan gambar hasil dari observasi lapangan yang di lakukan 

oleh peneliti. 

Gambar 1 
 Sampah Organik dan Anorganik yang Tercampur Jadi Satu63 

 

Apabila dilihat dari gambar di atas masyarakat belum optimal dalam pemilahan 

sampahnya, padahal jika memisahkan sampah organik dapat menghidari 

terjadinya penumpukan sampah di TPS. Manfaat dari pemilahan sampah  juga 

memudahkan pembuangan dan pengolahan sampah tersebut dan manfaat dari 

sampah itu sendiri. Seperti Pembuatan kompos (composting), yaitu mengubah 

sampah 

melalui proses mikrobiologi menjadi produk lain yang dapat 

dipergunakan. Output dari proses ini adalah kompos dan gas bio. Bapak Edi 

Susanto selaku masyarakat mengatakan bahwa 

                                                             
63 Sumber:  Dokumentasi TPS belakang Terminal Baru Rimbo Bujang.  
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“Sebenarnya sampah yang banyak di temukan kebanyakan sampah 

sayur dan plastik, padahal jika Dinas Lingkungan Hidup bisa 

memberikan sosialisasi atau memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat bahwa sampah sayur ini banyak manfaatnya jika di 

olah, seperti bisa dijadikan pupuk kompos dan sekarang ini yang 

lagi marak/ viral pembuatan eco enzime mungkin masyarakat jika 

paham dan mengerti masyarakat tidak akan membuangnya 

melainkan mengolahnya menjadi pupuk kompos atau lain 

sebagainya.”64 

Dari penjelasan Bapak Edi Susanto tersebut memang benar jika 

masyarakat mengetahui dan Dinas Lingkungan Hidup memberikan sosialisasi 

kepada masyarakat sampah sayur dan lain sebagainya bisa diolah dan di jadikan 

banyak fungsi dan manfaatnya maka bisa menjadikan salah jalan alternatif untuk 

pengurangan volume sampah. Energy recovery, yaitu transformasi sampah 

menjadi energi, baik energi panas maupun energi listrik. Metode ini telah banyak 

dikembankan dinegara maju. 

Kabupaten Tebo seharusnya mempunyai salah satu induk pembuangan 

seperti adanya bank sampah, bank sampah ini merupakan konsep pengumpulan 

sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi 

yang ditabung bukan uang melainkan sampah.  Pada peraturan Mentri No. 14 

tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, di jelaskan bahwa 

bank sampah merupakan fasilitas dalam pengelolaan sampahnya menggunakan 

prinsip 3R (reduce,reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan 

perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi yang dibentuk 

untuk dikelola oleh masyarakat, badan usaha, maupun pemerintah.65 Contoh dari 

pengelolaan sampah dengan menggunakan bank sampah yaitu yang berasa di 

                                                             
64 Wawancara bersama Bapak Edi Susanto selaku masyarakat, 20-05-2023. 

65 Peraturan Mentri No. 14 tahun 2021, Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, 

pasal 1 angka 6. 
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daerah Kota Jambi, bank sampah yang bernama “Bangkitku” ini dapat 

memberikan solusi efektif dalam pemberdayaan ekonomi warga Kota Jambi 

dalam basis pemanfaatan sampah. Melalui bank sampah bangkitku ini masyarakat 

dapat menabung dan bergabung menjadi nasabah guna menambah penghasilan 

ekonomi. Tak hanya itu hasil dari kerajinan yang didapatkan oleh bank sampah 

bangkitku ini berupa tas, taplak meja, dompet, tempat pensil, topi dan masih 

banyak lagi.66 

Tujuan dari adanya inovasi seperti ini guna membangun kepedulian 

masyarakat agar dapat bersahabat dengan sampah, agar mendapatkan manfaat 

ekonomi langsung dari sampah. Mengonversi  tabungan sampah ini menjadi salah 

satu wujud tabungan uang yang mana dengan adanya hal ini merupakan salah satu 

dari bentuk perubahan yang ditawarkan oleh bank sampah pada umumnya. 

Pengelola bank sampah dapat menentukan bentuk kegiatan Pengelolaan Sampah 

yang tepat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan bank sampah, yang 

memberikan keuntungan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan 

perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Tebo yang diwakilkan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup dituntut harus terus bisa melakukan inovasi baru 

dalam pengelolaan sampah.67 Masalah tersebut juga tidak akan selesai, apabila 

masyarakat tidak mendukung ataupun berpartisipasi dalam pengelolaan sampah 

                                                             
66Saripah, “bank sampah bangkitku ikhtiar pemberdayaan ekonomi berbasis solusi 

lingkungan."https://jambi.antaranews.com/berita/472409/bank-sampah-bangkitku-ikhtiar-

pemberdayaan-ekonomi-berbasis-solusi-lingkungan. Diakses, 28 Desember 2022, pukul 22.53. 
67 Gama Pratama. “Upaya modernisasi dan inovasi pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat di Desa Leuwimunding Majalengka.” Jurnal pengabdian masyarakat. Vol.2. No1 

(2020), hlm 37-49 
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plastik maka hal ini tidak tercapainya lingkungan di Kabupaten Tebo bersih akan 

sampah. 

2. Pengumpulan sampah 

Pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan sampah mulai dari 

sumbernya menuju ke TPS. Pengumpulan sampah ini terbagi menjadi dua sistem 

yang pertama, masyarakat langsung mengantarkan sampah ke TPS lalu 

masyarkat yang mengumpulkan di rumah/toko/instansi, dan kedua, dijemput 

langsung oleh petugas kebersihan.  

Gambar 2 

Pengangkutan Sampah dari Rumah ke Rumah 

 

Masyarakat yang mendapat layanan penjemputan sampah sampah dikenakan 

retribusi dari 5.000-25.000/bulan, Bapak Teguh sebagai petugas retribusi sampah 

mengemukakan: 

“Jadi dek, untuk perbedaan dari sistem pengumpulan sampah, 

masyarakat yang membuang sampah langsung ke TPS induk mereka 

tidak membayar uang retribusi sampah akan tetapi masyarakat yang 

sampahnya diambil langsung oleh petugas mereka merupakan 

masyarakat yang ikut terdaftar dalam penarikan retribusi sampah 

tersebut.”68 

                                                             
68 Wawancara Bapak Teguh Selaku Petugas Rettibusi Sampah Rimbo Bujang, 27-06-

2023. 
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Pembayaran retribusi dibayarkan oleh masyarakat kepada petugas retribusi 

atau orang yang mengumpulkan pembayaran sampah dan kemudian disetorkan 

kepada dinas terkait. Pembayaran retribusi sampah ini wajib bagi masyarakat 

yang sampahnya diambil langsung oleh petugas kebersihan. Ibu Siti Matoyah 

mengemukaan: 

“Untuk penarikan uang sampah juga berbeda beda Dek, penarikan yang 

dilakukan oleh petugas retribusi dilakukan sebulan sekali, dan penarikanya 

dilakukan di awal bulan.”69 

Perda No. 14 Tahun 2010 pasal 11 menjelaskan pemungutan retribusi 

dilakukan setiap hari/bulan. Kewajiban membayar retribusi dibebankan kepada 

pemilik bangunan atau yang memanfaatkan bangunan rumah, kontrakan, 

toko/restoran/rumah makan, hotel, dan bangunan lainya. Dari penjelasan di atas 

dari yang dikatakan ibu Siti Matoyah dan menurut perda tentang retribusi 

persampahan/kebersihan sudah dikatakan sesuai bahwa penarikan sampah yang 

dilakukan sekali sebulan/perhari. Bapak Wahyono selaku penarik retribusi 

sampah mengatakan: 

“Untuk hasil dari pemungutan uang retribusi sampah tersebut  Dek akan 

langsung saya  setor ke Dinas Lingkungan Hidup. Untuk penarikan itu 

sendiri juga berbeda, untuk penarikan di wilayah pasar dilaksanakan 

langsung oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan di luar wilayah itu petugas 

retribusinya diborongkan oleh pihak ketiga yang memenuhi syarat.”70 

Penjelasan bapak Wahyono tersebut menunjukan hasil dari penarikan uang 

retribusi semuanya akan disetor kepada Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi di 

dalam perda pasal 11 dijelaskan bahwa hasil dari pemungutan retribusi 

                                                             
69 Wawancara Ibu Siti Matoyah Selaku Masyarakat Rimbo Bujang, 13-06-2023. 

70 Wawancara Bapak Wahyuno Selaku Penarik Retribusi Sampah Di Rimbo Bujang, 25-07-

2023. 



49 

  

disetorkan secara bruto ke kas daerah paling lama 1x24 jam kecuali hari libur 

dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya. Jadi dari pernyataan di 

atas masih banyak perbedaan dalam hal penyetoran hasil dari retribusi sampah 

tersebut.  

Pengumpulan sampah dilakukan dibeberapa TPS dan TPS induk, dengan 

itu Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dari kantor Dinas Lingkungan 

Hidup yaitu Bapak Arif Budiman menjelaskan bahwa: 

“Dalam hal melakukan pengumpulan sampah DLH menyediakan 

tempat sampah di beberapa titik yang di anggap banyak menghasilkan 

sampah salah satunya di belakang Terminal baru tepatnya di jalan 7 

unit 2 Rimbo Bujang yang kemudian akan diangkut langsung dengan 

menggunakan mobil pengangkut sampah. untuk TPS induk sendiri di 

Rimbo Bujang hanya terdapat 1 TPS induk, kemarin ada 2 tetapi 

masyarakat lebih memilih TPS yang dekat dengan Jalan karena TPS 

Induk satunya dekat dengan tempat ibadah,  TPS yang tidak di jamah 

masyarakat harus dibongkar dan mungkin sekarang ini di jadikan 

kolam.”71 

Gambar 3 

Foto Dokumentasi TPS Induk 

 

Wawancara dan gambar di atas menjelaskan bahwa perencanaan dalam 

pengumpulan sampah sudah dilakukan sesuai dengan pelayanan dalam 

                                                             
71 Wawancara bersama Bapak Arif Budiman Selaku Kabid pengelolaan Sampah dan 

kebersihan, 26-05-2023. 
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pengelolaan sampah. Proses pelayanan pengelolaan sampah terkait 

pengumpulan masih ada yang harus di perhatikan karena masih belum 

tertangani dengan optimal karena faktor banyaknya sampah dan minimnya TPS 

Induk. Hal ini merupakan rangka untuk pemenuhan dasar hak masyarakat yang 

perlu diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat dalam 

pengelolaan sampah, ibu Rara juga mengemukakan bahwa: 

“Kami dalam hal melayani masyarakat harus selalu siap sesuai dengan 

tugas dan fungsi kami, berdasarkan kemampuan sarana dan prasarana 

yang ada saat ini, dan tak lupa para personil yang ada, kami akan 

menjalankan tugas dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo 

ini.”72 

 

Berdasarkan data di atas, proses pelayanan pengumpulan sampah Dinas 

Lingkungan Hidup selalu berusaha untuk siap melayani masyarakat sesuai 

dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dengan adanya pelayanan yang 

baik akan menimbulkan efek yang positif juga bagi pengelolaan sampah di 

Kabupaten Tebo. 

3. Pengangkutan Sampah 

Pengangkutan sampah merupakan suatu kegiatan pengangkutan sampah 

yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat 

sumber ke tempat pembuangan akhir. Dalam proses pelayanan pengelolaan 

sampah,  pengangkutan sampah merupalan salah satu yang perlu dilakukan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup. Bapak Suradi, selaku petugas kebersihan 

mengatakan bahwa: 

                                                             
72 Wawancara bersama ibu Rara selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, 26-

05-2023. 
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“Memang betul pengangkutan sampah merupakan salah satu yang perlu 

di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Petugas yang melakukan 

pengangkutan dalam pengelolaan sampah ialah para personil yang ada di 

lapangan, sebelumnya sampah tersebut dijemput menggunakan bentor 

(becak motor),  untuk penjemputan di perumahan atau gang-gang yang 

tidak bisa dilalui  mobil, untuk pengangkutan biasanya dilakukan pada 

pagi hari dan biasanya juga ada masyarakat yang langsung 

membuangnya ke TPS.”73 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Suradi dan 

peneliti meninjau langsung, dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 

dilakukan pada pagi sampai siang hari. Untuk jarak yang di tempuh  ke TPA 

memang jauh lebih dari 1 jam perjalanan dan area masuk TPA juga tidak ada 

pencahayaan dan jalannya yang belum bagus. Bapak Arif Budiman 

mengemukakan bahwa:  

“Memang benar pengangkutan sampah kebanyakan yang masuk ke TPA 

di lakukan pada pagi sampai siang dikarenakan belum ada listrik masuk 

di TPA”.74 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memang benar sarana dan prasarana 

aliran listrik sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah salah satunya untuk 

pencahayaan jika mobil pengangkut sampah kemalaman untuk pengantaran 

sampah masuk ke TPA. Sarana mobil dan motor pengengkut sampah juga  belum 

memadai dan masih terdapat beberapa transportasi pengengkut sampah yang rusak 

sehingga mengakibatkan terhambatnya pengangkutan sampah. Jumlah armada 

angkutan sampah Arpan  menjelaskan:  

“Untuk transportasi/ armada  yang disediakan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup juga belum bisa dikatakan mencukupi, masih kurang layak untuk 

digunakan mengangkut sampah masyarakat karna rata-rata armada yang 

                                                             
73 Wawancara bersama Bapak Suradi selaku petugas kebesihan, 16-05-2023. 
74 Wawancara Bapak Arif Budiman Selaku Kabid Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan, 

15-06=2023. 
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digunakan usianya sudah tua, jadi, banyak sampah-sampah yang 

ditemukan menumpuk bukan pada tempat yang seharusnya dan 

terkadang juga lamanya petugas kebersihan  mengambil sampah, 

akibatnya hanya akan menjadi sebuah tumpukan saja.”75 

 

Table 6 

Jumlah Armada Angkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tebo 

No ARMADA JUMLAH 

ARMADA 

KONDISI ARMADA 

ANGKUTAN 

1. Bentor (becak motor) 13 8 bagus 5 rusak 

2. Truck jungkit (dump 

truck) 

8 6 bagus 2 rusak 

3. Pick-up 4 Bagus 

Total : 25  

 

Gambar 4  

Lokasi TPS Kecamatan Rimbo Bujang 

 

Minimnya transportasi pengangkut sampah dan tidak berfungsi, 

menyebabkan masalah pengangkutan sampah ke TPS/TPA. Kasi Pelayanan 

Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah,  Arpan, menjelaskan bahwa: 

                                                             
75 Hasil  Observasi  Dinas Ligkungan Hidup Kabupaten Tebo. 



53 

  

“Untuk tempat pembuangan akhir sampah yang di kabupaten tebo itu 

sendiri berada di Desa Sari Mulya, yang ada di kecamatan Rimbo Ilir 

dengan  luas sekitar kurang lebih 7,7 hektare, tapi kemungkinan akan 

bisa bertahan hanya 8-9 tahun jika sampah  tidak di kelola maka hanya 

akan menjadi tumpukan saja, sebenarnya tempat pembuangan akhir 

juga sangat membutuhkan timbangan karena sampah tersebut saat ini 

hanya diperkirakan saja oleh para petugas, tak hanya itu listrik  juga 

dibutuhkan di TPA untuk memaksimalkan pelayanan pada malam hari 

dalam pengelolaan sampah, karena kadang mobil pengangkut sampah 

bisa datang tak tentu waktu.” 76 

 

Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dibagi tugas untuk meliputi 

Penjemputan sampah dari rumah ke rumah dan personil yang mengangkut 

sampah dari TPS ke TPA. Bapak Abdurahman selaku pengamat personil 

petugas kebersihan mengemukakan: 

“Dalam pembagian tugasnya memang sudah ada, seperti petugas 

penyapu jalan, petugas penjemputan sampah dari rumah kerumah 

maupun TPS, dan petugas yang standby di TPS induk, dimana petugas 

yang standby di TPS induk menunggu sampah yang diambil oleh petugas 

sampah di TPS dan dirumah-rumah yang kemudian dijadikan satu di TPS 

induk dan kemudian sampah yang sudah terkumpul di TPS induk 

langsung diangkut ke TPA.”77 

Hasil observasi peneliti, menunjukan jam kerja petugas kebersihan mulai 

berkerja dari jam 6 pagi sampai siang. Untuk rute angkutan, petugas kebersihan 

yang setiap hari mengumpulkan sampah dari TPS ke TPS induk, dari rute diatas 

tersebut merupakan wilayah kerja petugas kebersihan dalam proses pengangkutan 

sampah, untuk rutenya sendiri dimulai dari jalan poros pahlawan, kemudian 

masuk dalam gang-gang. 

Sampah yang sudah terkumpul dari TPS akan diantar langsung ke TPA 

dengan menggunakan dump truck, sampah yang masuk ke TPA langsung 

                                                             
76  Wawancara Bapak Arphan Selaku Kasi Pelayanan Kebersihan Dan Pengelolaan 

Sampah,  Arpan, 23-06-2023. 
77 Wawancara Bersama Bapak Abdurahman Selaku Pengamat Petugas Kebersihan Di 

Rimbo Bujang, 17-06-2023. 
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ditimbang dan langsung dibuang ke tempat yang sudah disediakan. Untuk proses 

pengelolaan sampah yang masuk akan langsung dipilah oleh pemulung yang 

tinggal disekitaran TPA untuk dijual, dan sampah lainya dibuang tanpa adanya 

pengolahan terlebih dahulu.  

Gambar 5 

Pengangkutan ke TPA78 

 

Dari hasil observasi peneliti, untuk proses pengangkutan setiap harinya  

dilakukan oleh personil petugas kebersihan. Untuk jam pengangkutan dari TPS ke 

TPA tergantung pada sampah, jika volume sampah meningkat dan menumpuk di 

TPS menjadikan proses pengangkutan dari TPS ke TPA juga akan memakan 

waktu yang lama  sampah untuk masuk ke TPA. 

 

 

                                                             
78 Sumber: TPA Ladang Panjang, 25-07-2023. 
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4. Pembuangan Akhir Sampah 

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang 

sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. 

Prinsip pembuangan sampah adalah memusnahkan sampah di suatu lokasi 

pembangunan akhir, jadi tempat pembuangan akhir juga termasuk tempat 

pengelolaan sampah. Akan tetapi bapak Arif Budiman mengatakan bahwa: 

“Untuk pembuangan sampah memang ada satu TPA di kabupaten tebo 

yang berada di Ladang Panjang Rimbo Ilir dan terdapat 4 kecamatan yang 

melakukan pembuangan di TPA tersebut yaitu kecamatan Rimbo Bujang, 

Rimbo Ilir, Tebo Ulu, Tebo Tengah sampah yang sudah masuk di TPA 

merupakan sampah yang sudah tidak bisa di daur ulang kembali.”79 

Dari penjelasan di atas bahwa TPA Ladang Panjang sudah cukup 

terjangkau untuk menjadi pusat pembungan di 4 kecamatan karena posisi TPA 

tesebut berada di tengah tenah dari ke 4 kecamatan itu sendiri, tak hanya itu 

dinas lingkungan hidup masih mengantisipasi jika sampah tersebut hanya 

bertahan beberapa tahun saja, maka bapak Nuri selaku kabid lingkungan hidup 

mengatakan bahwa: 

“Memang benar TPA Ladang Panjang ini luasnya sekitar 7,7 hektar, 

sampah yang masuk merupakan sampah buangan dari ke 4 kecamatan, 

kemungkinan TPA ini hanya bertahan 10 tahun mendatang jika 

sampah tersebut tidak di olah, TPA Ladang Panjang hanya bisa 

menampung saja dan tidak melakukan pengolahan sampah, sedangkan 

untuk pengurangan sampah plastik masyarakat dilakukan oleh 

pemulung , yang hanya warga sekitar saja yang boleh melakukan 

pencarian.”80 

Tak hanya itu peneliti juga menanyakan kepada sopir pengangkut sampah 

yaitu bapak Muklis bahwa beliau mengemukakan: 

                                                             
79 Wawancara bapak Arif Budiman selaku kabid pengelolaan sampah, 25-05-2023.  
80  Wawancara bapak Nuri selaku kabid lingkungan hidup , 25-05-2023. 
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“Jika di Tebo ada bank sampah dan yang tidak aktif di hidupkan 

kembali kemungkinan sampah rumahan atau sampah lainya bisa 

sebagian diolah dan di kelola langsung agar bisa membantu 

mengurangi penumpukan sampah di TPA.”81 

 

Gambar 6 

Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)82 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan foto diatas  dapat dijelaskan bahwa 

fakta di lapangan memang benar sampah hanya menjadi tumpukan saja 

banyak sampah yang bisa di olah kembali tetapi di TPA di biarkan menumpuk 

belum adanya tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup, jika Dinas 

Lingkungan Hidup menghidupkan kembali bank sampah atau membentuk 

bank sampah di daerah daerah maka bisa mengurangi sampah tidak 

menumpuk di TPA. 

 

 

                                                             
81 Wawancara bersama bapak Muklis selaku sopir pengangkut sampah, 16-05-2023. 
82 Sumber: Dokumentasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Desa Ladang Panjang 
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5. Pengolahan Sampah 

Tahap pengelolaan sampah  selanjutnya adalah pengolahan sampah. 

Pengolahan sampah dimulai sejak di TPS, pengolahan sampah di TPS 

dilakukan oleh petugas kebersihan langsung dan pemulung. Bapak khaliri 

selaku petugas kebersihan menjelaskan bahwa: 

“Pengolahan sampah yang dilakukan di TPS dilakukan oleh pemulung 

dan petugas kebersihan langsung, barang yang diambil biasanya barang 

yang kiranya masih berguna dan masih bisa untuk dijual ke pengepul, 

untuk pengolahan barang bekas itu sendiri biasanya dilakukan oleh 

pengepul langsung Mbak, barang bekas yang masuk seperti barang 

yang berbahan alumunium, besi, plastik di cacah dan kemudian dijual 

ke pabrik-pabrik besar yang dilakukan langsung oleh pengepul.”83 

Bapak Bambang juga mengemukaka bahwa: 

“Biasanya masyarakat dalam pengolahan sampah sebagian ada yang 

mengambil sisa dari sayuran yang sudah dibuang di TPS dan dijadikan 

menjadi pakan hewan.”84 

Wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan untuk pengolahan sampah di 

TPS masih dilakukan oleh pemulung, masyarakat sekitar, dan petugas 

kebersihan yang mengambil barang atau sayuran yang sudah di buang ke TPS 

dengan itu pengolahan sampah yang di lakukan di TPS tidak dilakukan dan 

menjadikan barang yang bermanfaat akan tetapi hanya untuk kebutuhan pribadi 

masyarakat saja. 

 Setelah diangkut ke TPA adalah pengolahan sampah. proses pengolahan, 

sampah dapat diolah sesuai jenis komposisinya. Staf Dinas Lingkungan Hidup 

mengemukakan bahwa: Kabupaten Tebo belum bisa optimal dalam pengolahan 

sampahnya dimana justru sampah tersebut langsung di buang ke TPA. 

                                                             
83 Wawancara Bersama Bapak Khaliri Selaku Petugas Kebersihan, 18-06-2023. 
84 Wawancara Bersama Bapak Bambang Selaku  Masyarakat, 18-06-2023. 
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Dinas Lingkungan Hidup masih kurang dalam melakukan 

penyelenggaraan pengolahan sampah jika Dinas Lingkungan Hidup 

memberikan pengetahuan manfaat sampah kemungkinan masyarakat bisa 

menanamkan pada kehidupanya dengan memanfaatkan sampah sampah 

tersebut. tak hanya itu berbagai alternatif yang tersedia dalam proses 

pengolahan sampah diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Transformasi fisik, meliputi pemisahan sampah dan pemadatan 

yang bertujuan untuk mempermudah penyimpanan dan 

pengangkutan. Akan tetapi realita di lapangan belum adanya pemisahan dan 

pemadatan sampah baik itu di TPS maupun TPA. Di TPA sampah yang 

masuk juga langsung di buang tanpa adanya pemadatan sampah. 

2. Pembakaran (incinerate), merupakan teknik pengolahan sampah 

yang dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga 

volumenya dapat berubah hingga 90-95%. Meskipun merupakan 

teknik yang efektif, tetapi bukan teknik yang dianjurkan. Bapak 

Abdurahman selaku pengamat kebersihan Rimbo Bujang beliau mengatakan 

bahwa: 

“Ada salah satu TPS di Kabupaten Tebo yang sampahnya langsung 

dibakar di tempat, karena mungkin masyarakat yang tidak tau jika 

sampah yang sudah di buang di TPS tidak boleh langsung di bakar 

di tempat karena itu sudah menyalahi aturan yang di tetapkan.”85  

 

 

 

 

 

                                                             
85 Wawancara bersama Bapak Abdullah selaku pengamat kebersihan Rimbo Bujang, 16-05-

2023.  
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Gambar 7 

Pembakaran Langsung Sampah Di TPS86 

 

Wawancara dan gambar diatas dapat dilihat secara jelas bahwa 

pembakaran langsung sampah sebenarnya bisa mengurangi volume sampah 

yang menumpuk akan tetapi, hal ini menimbulkan pencemaran udara. 

Disamping itu teknik ini akan berfungsi dengan baik bila kwalitas sampah 

yang diolah memenihi syarat tertentu, seperti tidak terlalu banyak 

mengandung sampah basah dan mempunyai nilai bahan kimia yang cukup 

tinggi.  

Peran pemerintah dalam proses pelayanan pengelolaan sampah 

dibutuhkan terkait mengenai masalah pengolahan sampah yang harus 

dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup karena jika 

tidak ada pengolahan akan berdampak pada lingkungan, tetapi respon 

                                                             
86 Sumber: Dokumentasi TPS Rimbo Bujang  
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besar bagi informan dalam hal ini Kabid Kebersihan dari kantor Dinas 

Lingkungan Hidup Bapak Nuri mengatakan bahwa:  

“Pada saat ini kami belum melakukan sebuah pengolahan sampah 

secara control lundfiil yang kami lakukan hanya secara open 

dumping yang dibawah langsung ke TPA tanpa adanya 

pengolahan.”87  

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pengolahan 

sampah belum dilakukan hanya secara open dumping ini 

menunjukkan bahwa perhatian pemerintah masih kurang terhadap 

pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan 

Lingkungan Hidup, maka kedepanya diharapkan dapat melakukan 

pengolahan sampah secara control lundfiil agar sampah tidak 

berdampak merusak lingkungan. 

Dari kelima proses pengelolaan sampah tersebut masih dikatakan belum 

optimal dalam proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan 

dan pembuangan akhir sampah tersebut, dimana sarana dan prasarana 

pendukung dalam pengelolaan sampah masih belum diperhatikan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup itu sendiri. Maka dengan itu, diharapkan kepada dinas 

terkait agar kebih memfokuskan lagi dalam hal sarana dan prasarana dalam 

mendukung pengurangan sampah yang ada di Kabupaten Tebo. 

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tebo 

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses 

pengidentifikasian masalah dan poetensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan 

                                                             
87 Wawancara Bapak Nuri Selaku Kabid Lingkungan Hidup Di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Tebo, 26-05-2023. 
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pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, 

pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses 

mengevaluasi perubahan yang terjadi.88 Dari penjelasan tersebut, menunjukkan 

bahwa partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program 

pengelolaan sampah sangaat diperlukan, karena masyarakatlah yang pada 

akhirnya akan melaksanakan program tersebut.  Bapak Widodo selaku 

Masyarakat mengemukaka bahwa:89 

“Memang benar masyarakat merupakan salah satu roda paling depan untuk 

ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, jika masyarakat kurang 

berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan kurangnya menanggulangi 

volume sampah maka hal ini merupakan salah satu wujud masyarakat itu 

yang kurang paham mengenai dampak dari sampah itu sendiri.”90 

Dari adanya pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa keterlibatan 

masyarakat sangat penting dan akan memungkinkan mereka memiliki rasa 

tanggung jawab terhadap keberlanjutan sebuah program, maka hal ini 

diharapkan masyarakat dapat partisipattif, potensi dan kreativitas masyarakat 

akan dapat lebih tergali lagi. Masyarakat Kabupaten Tebo memiliki jumlah 

penduduk pada tahun 2022 sebanyak 365.000 Jiwa/Kecamatan.91 Bertambahnya 

jumlah penduduk di Kabupaten Tebo maka semakin pesat sampah yang 

dihasilkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bapak Arif Budiman 

mengatakan bahwa: 

“Pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap volume sampah, bayi 

yang baru lahir saja sudah menghasilkan sampah, jadi kita pikir saja 

                                                             
88 Syalfina, A. D., Mail, E., & Anggreni, D. Buku Ajar Kesehatan Masyarakat Untuk 

Kebidanan. E-Book Penerbit Stikes Majapahit. 2017. 
89  Wawancara bersama bapak Widodo selaku masyarakat Kabupaten Tebo, 25-06-2023. 
90 Wawamcara bersama bapak bambang selaku masyarakat kabupaten tebo, 10-06-2023.  
91 BPS Kabupaten Tebo.  
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sampah dengan manusia tidak bisa dipisahkan dan volume sampah juga 

akan bertambah setiap tahunnya.” 

Sampah yang semakin tinggi juga akan dampak negatif bagi manusia, 

dengan itu sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah daerah bisa 

memberikan anjuran kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

mengurangi sampah plastik dengan menggunakan kantong belanja daur ulang 

agar menjadikan sampah tidak tinggi volume setiap tahunnya. Dalam perda 

No.8 tahun 2021 pasal 36 tentang partisipasi masyarakat dijelaskan bahwa, 

masyarakat berperan penting dalam pengelolaan sampah yang 

diselengggarakan oleh pemerintah daerah, dan sebagaimana peran yang 

dimaksud pada ayat (1) dapat  dilakukan melalui:92 

1. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah. 

2. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah. 

3. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. 

Dalam suatu program pemerintahan akan berhasil apabila masyarakat 

juga ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat 

penting dalam tercapainya keberhasilan program. Karena apabila melibatkan 

warga masyarakat, maka masyarakat akan sadar bahwa program yang dibuat 

merupakan program yang penting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu 

sendiri. Dari penjelasan mengenai perda dan pernyataan diatas maka dapat 

dilihat dari implementasi perda itu sendiri untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat yaitu pemerintah melakukan: 

a. Penyediaan Tempat Sampah 

                                                             
92  Perda No.8 Tahun 2021 Pasal 36 Tentang Partisipasi Masyarakat. 



63 

  

Menurut Permendagri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Sampah,93 bahwa tempat sampah rumah tangga adalah wadah 

penampungan sampah yang berupa bak/tong/kantong/keranjang sampah. 

Kemudian dalam proses pengelolaan sampah yang baik adalah dengan 

dilakukannya penyedian tempat penampungan sampah agar ada kesadaran 

dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan, 

sehubungan dengan itu penulis menurut ibu Rara yang mengatakan bahwa: 

“Dalam proes pengelolaan sampah memang kita menyiapkan 

sebuah tempat penampungan sampah sebagai kontrol kepada 

masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan ada 

kesadaran untuk membuang sampah pada tempat yang sudah 

disediakan”94 

Gambar 8 

Wadah sampah 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bak sampah seharusnya 

merupakan salah satu tempat pemilahan awal hal ini menunjukan pengaruh 

pada proses pembuangan akhir. Dilihat dari gambar bahwa masyarakat 

masih mencampur sampah dan belum memilahnya karna wadah yang di 

sediakan masih kurang maka sampah tersebut di campur jadi satu. Jadi pada 

                                                             
93 Permendagri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah 
94 Wawancara Bersama Ibu Rara Selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup, 25-05-2023. 



64 

  

intinya masih kurangnya bak sampah yang layak dan bak sampah yang 

membedakan sampah organik dan anorganik hal ini yang menyebabkan 

masyarakat masih kurang peduli terhadap sampah. 

Sehubungan dengan pernyataan di atas, bahwa pemerintah memang 

menyiapkan dan menfasilitasi publik atau pun masyarakat. sebuah tempat 

penampungan sampah sebagai sebuah kontrol dalam pengelolaan sampah, 

supaya keberadaan tempat penampungan sampah ini ada kesadaran 

masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dengan 

pernyataan di atas, salah satu informan yang bernama Ibu Anggun 

mengutarakan pendapat mengenai kepuasan terhadap penyedian sebuah 

tempat penampungan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan 

Lingkungan Hidup mengatakan bahwa: 

“Sudah agak baguslah dalam proses penyedian tempat 

penampungan sampah yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan 

Lingkungan Hidup karena kita sudah dapat melihat ada beberapa 

tempat yang sudah memiliki penampungan sampah yang sudah 

disiapkan dalam proses pengelolaan sampah.”95 

Partisipasi masyarakat di Kabupaten Tebo adanya pengelolaan sampah, 

dilihat bahwa masyarakat masih kurang optimal dalam berpartisipasi, 

dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum bisa menyediakan tempat 

pembuangan sampah/wadahsampah yang layak, dimana wadah sampah 

tersebut masih terbatas dan bisa terhitung setiap wadah sampanya. Tak hanya 

itu, wadah sampah tersebut juga sebagian sudah tidak layak dan jarang di temui 

bagi orang yang ingin membuang sampah. Ibu Setiawati selaku masyarakat 

Rimbo Bujang beliau mengatakan bahwa:  

                                                             
95 Wawancara bersama ibu Anggun selaku masyarakat, 25-06-2023. 
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“Partisipasi masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya 

seharusnya juga masih dikatakan masih belum optimal di terapkan 

oleh masyarakat, dilihat banyak masyarakat membuang sampah di 

samping jalan dan membuangnya di luar dari tempat wadah yang 

disediakan.”96 

Di sahut oleh ibu Rika selaku masyarakat Rimbo Bujang beliau 

mengatakan: 

 “Padahal, bak sampah tersebut dek disediakan oleh masing masing 

masyarakat itu sendiri dan biasanya di letakan di depan rumah 

sehingga petugas kebersihan tidak kesusahan mengambil sampah 

tersebut, ya mungkin kendalanya satu, masih banyak masyarakaat 

yang tidak meletakakan bak sampah sehingga sampah tersebut 

hanya dibuang di depan rumah kemudian petugas kebersihan yang 

mengambilnya.”97 

Dari penjelasan di atas tersebut peneliti memang melihat langsung 

masyarakat yang membuang sampah hanya di lemar dan tidak masuk 

kewadah yang disediakan oleh masyarakat, hal ini jika masyarakat 

membuang sampah bukan di dalam wadah sampah dan apabila sampah 

tersebut terkena angin maka sampah-sampah akan berhamburan kejalan, 

dengan adanya hal seperti ini, sebaiknya dinas terkait melakukan himbauan 

atau sanksi yang tegas  kepada masyarakat  agar membuang sampah dengan 

tempat yang sebenarnya agar sampah tersebut bisa mudah di angkut 

langsung oleh petugas pengangkut sampah. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dengan pernyataan melihat beberapa 

fasilitas yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan 

pengadaan tempat penampungan sampah, ini dapat dikatakan sudah sinkron 

dengan penjelasan beberapa informan yang sudah diwawancarai, maka 

                                                             
96 Wawancara Bersama Ibu Setiawati Selaku Masyarakat Rimbo Bujang, 25-05-2023. 
97 Wawancara Bersama Ibu Rika Selaku Masyarakat Rimbo Bujang, 25-05-2023. 
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bahwa upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah memang 

ada perhatian mengenai masalah sampah yang ada dimasyarakat, dengan 

disiapkannya beberapa tempat penampungan sampah untuk masyarakat. 

b. Sosialisasi pengelolaan sampah 

Sosialisasi merupakan proses belajar yang dilakukan oleh seseorang 

untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan 

diakui dalam masyarakat, Sedangkan Pengelolaan sampah sendiri adalah 

semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan 

sampah dengan pembuangan akhir. Jika sosialisasi dipandang dari sudut 

masyarakat, maka sosialisasi dimaksudkan sebagai usaha untuk 

memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu, maka sehubungan 

dengan itu dalam proses pengelolaan sampah ini diperlukan keterlibatan 

masyarakat sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat yang 

mengerti bagaimana proses pengelolaan sampah yang baik dan benar. 

Sehubungan dengan mengenai proses sosialisasi tentang pengelolaan 

sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka penulis 

mewawancarai salah seorang staf dari Kantor Dinas Kebersihan dan 

Lingkungan Hidup ibu Rara beliau mengatakan: 

“Dalam proses sosialisasi masih belum dilaksanakan secara 

optimal, rencananya sosialisasi sampah ini akan dilaksanakan 

bulan depan dan menunggu bapak kabid kebersihan pulang dari 

dinas luar, rencananya sosialisasi ini akan dilaksaknakan ke 4 

kecamatan dan kemungkinan dilaksanakan di kantor-kantor camat. 
98 

                                                             
98 Wawancara Bersama Ibu Rara Selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup, 25-05=2023. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dalam bentuk upaya yang akan dilaksakan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rencana sosialisasi tentang pengelolaan 

sampah memang belum adanya proses kegiatan sosialisasi pembelajaran dari 

dinas kepada masyarakat, yang mengakibatkan belum optimal adanya sosialisasi 

tentang pengelolaan sampah. Ibu Siti Matoyah mengemukakan bahwa: 

“Dulu memang Dinas Lingkungan Hidup pernah melaksakan 

sosialisasi ini kesalah satu Kecamatan di Kabupaten Tebo, akan tetapi 

masyarakat yang ikut berpartisipasi masih kurang.” 

Untuk membuktikan pernyataan di atas yang berkaitan dengan proses 

sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, 

penulis mewawancarai salah seorang masyarakat yang bernama Ibu Rika 

yang mengatakan bahwa: 

“Memang dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu 

memang ada sebagai bentuk penyuluhan kepada masyarakat yang 

dilakukan di kantor kecamatan atau kelurahan yang ada di daerah saya 

akan tetapi masyarakat yang hadir danikut turun utuk berpartisipasi itu 

masih kurang.”99 

Pelaksanaan sebuah sosialisasi kepada masyarakat dalam melakukan 

pengelolaan sampah dengan proses sosialisasi seperti yang diutarakan di 

atas, ini sudah sinkron dengan salah satu informan yang kami wawancarai 

ibu Siti Matoyah yang mengatakan bahwa: 

“Saat ini dalam proses sosialisasi mungkin memang ada di daerah 

saya tapi sudah lama, dan sekedar seremonial saja kemudian 

partisipasi masyarakat juga memang masih kurang dalam hal 

mengelola sampahnya sendiri”100 

                                                             
99 Wawancara Bersama Ibu Rita Selaku Masyarakat Kabupaten Tebo, 19-0602023. 
100 Wawancara bersama ibu siti matoyah selaku masyarakat kabupaten tebo, 19-

06==2023. 
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Sesuai dengan wawancara di atas, yang memberikan keterangan sudah 

sinkron dengan penjelasan salah satu informan di mana Dinas Lingkungan Hidup 

harus melaksakan dan mengaktifkan kembali partisipasi masyarakat terkait 

dengan pengelelolaan sampah di Kabupaten Tebo ini, hal ini dibutuhkan sebuah 

partisipasi dari masyarakat untuk lebih menjaga lingkungannya, dan terlebih 

pemerintah juga harus betul-betul hadir dimasyarakat dalam melakukan 

pengelolaan sampah yang baik dan benar, agar semua orang bisa paham mengenai 

dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam  Pengelolaan Sampah di 

Kabupaten Tebo 

Berdasarkan informasi yang didapat dari wawancara serta observasi 

terhadap informan, dalam upaya mencapai tingkat Pengelolaan Sampah yang 

efisien serta efektif masih ditemukannya hambatan. Hambatan yang ada dapat 

berupa faktor internal dan ekstenal yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Tebo. tetapi terdapat juga faktor pendukung yang diharapkan 

berkontribusi untuk pencapaian Pengelolaan Sampah yang optimal di Kabupaten 

Tebo antara lain: 

a. Faktor Penghambat pengelolaan sampah Kabupaten Tebo. 

- Terlambatnya realisasi anggaran yang diajukan Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tebo. 

- Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang 

pengelolaan sampah. 
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- Sarana dan prasarana pengangkutan sampah masih kurang dan 

masih banyak yang rusak dan sudah tua. 

- Belum adanya Program Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah. 

- Pengelolaan Sampah di Wilayah yang belum efektif dan efisien 

dilihat dari TPS yang masih terbengkalai. 

- Kurangnya TPS dan TPS induk. 

b. Faktor Pendukung pengelolaan sampah  

- Melakukan sosialisasi secara rutin kepada pihak-pihak yang terkait 

pada pelaksanaan kebijakan baik kelurahan, warga masyarakat 

umum, serta para pelaku usaha tentang Peraturan Daerah 

Kabupaten Tebo No. 8 Tahun 2021, dikarenakan sosialisasi terkait 

peraturan daerah tersebut dinilai masih belum berjalan dengan baik 

ditandai dengan masih banyaknya (warga masyarakat pada 

umumnya) yang belum mengetahui Peraturan Daerah tersebut.  

- Melakukan penambahan jumlah petugas pada Badan Dinas maupun 

petugas dilapangan, misalnya dengan mekanisme outsourcing agar 

tidak membebani anggaran. Penambahan jumlah staf ini juga harus 

memperhatikan kualitas dan kompetensi dari staf/petugas serta juga 

harus melakukan peningkatan kualitas staf lama yang dapat 

dilakukan dengan bimbingan teknis, pelatihan khusus dan 

sebagainya terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten 

Tebo.  
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- Melakukan penambahan jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan 

untuk melakukan pengelolaan sampah, termasuk penambahan 

jumlah armada truk pengangkut sampah, kontainer sampah di TPS-

TPS serta alat-alat pendukungnya. Ini dimaksudkan agar 

pelaksanaan pengelolaan dilapangan tidak tersendak yang sering 

sekali dikarenakan sarana prasarana yang tidak mencukupi atau 

rusak. Usaha pemeliharaan serta peremajaan juga sangat 

dibutuhkan bagi TPS-TPS yang sudah lama, juga termasuk 

pemeliharaan serta peremajaan TPA Ladang Panjang. 

- Memberikan kegiatan pelatihan untuk Kelompok Swadaya 

Masyarakat yang mempunyai kegiatan utama pada bidang 

lingkungan terkhusu pada KSM-KSM yang memang kegiatan 

utamanya adalah pemanfaatn kembali sampah atau pendauran 

ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Selain 

sebagai upaya dalam pengelolaan sampah tentu kegiatan ini juga 

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari dengan memanfaatkan sampah menjadi barang dalam 

berbagai bentuk kreasi yang dapat dijual. 

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam Mengatasi Faktor 

Penghambat Dalam Pengelolaan Sampah Upaya yang dilakukan Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo untuk menghadapi faktor penghambat 

pengelolaan sampah yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
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Kabupaten Tebo. Bapak Arip Budiman beliau menyampaikan untuk menghadapi 

dari faktor penghambat dilakukan dengan cara: 

- Melakukan pemantauan serta evaluasi secara langsung di lapangan 

yaitu tempat pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Tebo, serta 

menilai kinerja para petugas di lapangan dengan mengidentifikasi 

kendala yang dihadapai serta kendala dari sarana dan prasarana 

yang ada.  

- Memfasilitasi pelayanan sosisalisasi scara bertahap kepada 

masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dengan system 

3R secara bertahap 

- Melaksanakan optimalisasi kerja sama pengelolaan sampah 

Bersama pemerintah kecamatan dan wilayah untuk mengontrol 

kendala pengelolaan sampah di wilayah baik TPS, jam 

pembuangan sampah, dan retribusi sampah untuk kebersihan 

wilayah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Pengelolaan 

Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo maka dapat ditarik 

sebuah kesimpulan yaitu: 

1. Sampah di Kabupaten Tebo, dalam proses penyelenggaraan pelayanan yang 

diberikan sekarang ini terkait dengan pelayanan pengankutan dan 

penjemputan sampah sebagian sudah dapat memberikan kepuasan kepada 

masyarakat meskipun masih belum seluruhnya dapat terlayani dan belum 

adanya sebuah pengolahan dalam pengelolaan sampah.untuk program 

pengelolaan sampah Kabupaten Tebo masih menggunakan paradigma lama 

yaitu dengan sistem kumpul, angkut, buang dimana Dinas Lingkungan 

Hidup masih belum bisa mengolah sampah sampah tersebut akibatnya 

sampah tersebut hanya menjadi tumpukan di TPA tanpa adanya pengolahan 

sampah terlebih dahulu.  Kemudian dalam hal pelaksanaan pengawasan dan 

pembinaan masih dianggap belum terealisasi dilihat dari tanggapan 

informan dan juga dari personil Dinas Lingkungan Hidup yang mengakui 

hal tersebut yang memang belum terlaksana dan belum dilakukan 

pengelolaan sampah dimasyarakat dilihat dari segi observasi dan wawancara 

yang dilakukan kepada lembaga ataupun masyarakat, dimana perlu adanya 

pengawasan dan pembinaan yang cukup agar masyarakat bisa paham dan 

mengerti akan dampak yang bisa ditimbulkan oleh sampah.  
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2. Pada saat ini upaya yang dilakukan pemerintah sudah ada dengan adanya 

inisiatif yang baik dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam hal 

keinginan untuk lebih meningkatkan mutu lingkungan yang baik dan bersih 

dilihat dari proaktifnya Dinas Lingkungan Hidup terutama dalam 

menyiapkan tempat penampungan sampah di tempat-tempat yang dianggap 

rawan banyak sampah dan melakukan sebuah kerja bakti baik satu atau dua 

kali dalam sebulan dalam hal melakukan pengelolaan sampah dimasyarakat. 

Kemudian dalam hal proses sosialisasi masih dianggap belum dilakukan 

secara maksimal, karena dalam hal proses implementasinya masih kurang 

bahkan masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang sosialisasi 

pengelolaan sampah tersebut, berdasarkan observasi dan wawancara yang 

dilakukan penulis yang dilihat belum maksimal dalam sosialisasi 

pengelolaan sampah.  

B. Saran 

Berikut merupakan saran untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo: 

1. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo menyediakan 

armada pengangkutan sampah guna memaksimalkan kegiatan 

pengangkutan sampah. 

2. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup selalu sigap dalam menangani sarana 

dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo. 

3. Dinas Lingkungan Hidup perlu menambah tps induk Di Kecamatan Rimbo 

Bujang. 

4. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi bagi pembuang 

sampah sembarangan. 

5. Perlunya Dinas Lingkungan Hidup untuk turun lapangan dan memberikan 

sosialisasi secara efektif kepada masyarakat agar masyarakat lebih bisa 

mengenal sampah dan bisa mengolah sampah menjadi barang yang 

berguna dan menambah ekonomi keluarga. 
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6. Hendaknya pemerintah Dinas Lingkungan Hidup menghidupkan kembali 

bank sampah yang sudah lama tidak beraktivitas. 

Saran untuk peneliti selanjutnya alangkah baiknya jika lebih fokus untuk 

meneliti partisipasi masyarakat di Kecamatan Rimbo Bujang, hal ini 

dikarenakan akar dari suatu masalah berada pada partisipasi masyarakat dan 

pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo itu sendiri. Peneliti juga dapat 

melakukan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan masyarakat 

dalam suatu desa yang mempunyai program bank sampah dengan desa yang 

tidak memiliki program bank sampah, dilihat dari aspek kebersihan, ekonomi, 

pendidikan, dan sosial. 
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Lampiran 1 Data Informan Penelitian 

DAFTAR INFORMAN 

No Nama Jabatan Pendidikan 

1.  Arif Budiman, SH Kabid kebersihan dan 

pengelolaan sampah 

S1 

2.  Muhammad Nuri, SP Kabid pengelolaan 

lingkungan hidup 

S1 

3.  Rara  Staf Dinas Lingkungan 

Hidup 

S1 

4.  Anggun Masyarakat SMA 

5.  Siti Matoyah Masyarakat SMA 

6.  Edi Susanto Masyarakat SMA 

7.  Rika Masyarakat SMA 

8.  Setiawati Masyarakat  SMA 

9.  Dimas aji pangestu Masyarakat SMP 

10.  Muklis Masyarakat SD 

11.  Nunung Juliani Masyarakat S1 

12.  Khailiri Petugas kebersihan SMA 

13.  Joko Petugas Kebersihan SMA 

14.  Wahid Petugas Kebersihan SMP 

15.  Ngatman Petugas Kebersihan SD 

16.   Fajar sidik Petugas kebersihan SMA 

17.  Soleh wahyudi Petugas kebersihan SMA 

18.  Enggar triana Petugas kebersihan SMP 

19.  Katiman Petugas kebersihan SMP 

20.  Widodo Masyarakat SMP 



 

  

21.  Sudarni  Masyarakat  SMA 

22.  Abdurahman, SH. Pengamat petugas 

kebersihan 

S1 

23.  Teguh abdul Petugas pengangkut 

sampah 

SMA 

24.  Suradi Petugas pengangkut 

sampah 

SMA 

25.  Paidi Petugas pengangkut 

sampah 

SMP 

26.  Wahyono Petugas pemungut 

Retribusi Sampah 

SMA 

27.  Teguh Petugas Pemungut 

Retribusi sampah 

SMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Lampiran 2 Instrumen Pengumpulan Data 

Riset Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo 

1. Bagaimana kebijakan Dinas Ligkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam 

pengelolaan sampah? 

2. Apakah implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo telah sesuai 

dengan Perda No. 8tahun 2021 tentang pengelolaan sampah? 

3. Bagaimana strategi dan program Dinas Lingkungan Hidup dalam 

menyelesaikan masalah sampah di lingkungan Kabupaten Tebo? 

4. Apakah ada program sosialisasi/edukasi kepada masyarakat terkait 

pengelolaan sampah? 

5. Adakah koordinasi pengelolaan sampah dengan dinas lain? Bagaimana 

peran pemerintah kecamatan/desa dalam pengelolaan sampah? 

6. Berapa banyak TPS dan TPA di kabupaten tebo? 

7. Bagimana proses dari pengelolaan sampah di bank sampah dan ada berapa 

titik tempat bank sampah tersebut? 

8. Upaya apa saja yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten 

tebo untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA? 

9. Bagaimana inovasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah? 

Riset Penelitian Masyarakat Kabupaten Tebo 

1. Apakah saudara mengetahui peraturan-peraturan terkait pengelolaan 

sampah? 

2. Bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampah 

di Kabupaten Tebo? 

3. Apakah masyarakat Kabupaten Tebo sudah patuh dalam membuang 

sampah pada tempatnya? 

4. Bagaimana bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap sampah yang ada 

di lingkungan sekitar? 

5. Apakah di daerah saudara/i mempunyai program untuk pengelolaan 

sampah terkait dengan reduce/pembatasan timbulan sampah, 

reuse/pemanfaatan kembali sampah, recycle/daur ulang sampah, 

pemilahan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah maupun 

pengolahan sampah? 

6. Apakah pemerintah telah memberikan inovasi mengenai pengelolaan 

sampah? 

7. Apa saja peringatan maupun sanksi tegas jika membuang sampah 

sembarangan di Kabupaten Tebo? 

8. Program pengelolaan sampah apa saja yang saudara/i ketahui dari pihak 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo? 

9. Apakah masyarakat mengetahui apa itu bank sampah dan manfaatnya? 

 



 

  

Riset Penelitian Petugas Kebersihan Di Rimbo Bujang 

1. Dari jam berapa petugas kebersihan mulai beraktivitas? 

2. Apakah petugas kebersihan menyampaikan informasi ke masyarakat untuk 

menjaga kebersihan dan mengajarkan untuk memilah sampah dengan 

benar? 

3. Sampah seperti apa yang paling dominan yang sering ditemukan oleh 

saudara/i? 

4. Apakah pernah dinas lingkungan hidup menijau langsung lokasi 

TPS/TPA? 

5. Apa saja tugas saudara sebagai petugas kebersihan di daerah ini? 

6. Bagaimana saudara memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bisa 

memilah sampah, dan membuang sampah pada tempatnya? 

7. Bagaimana harapan saudara/i untuk masyarakat dalam pengelolaan 

sampah? 

Riset Penelitian Petugas Pengangkut Sampah 

1. Dari berbagai daerah yang berada di Kabupaten Tebo, sampah yang 

diangkut dari mana saja? 

2. Kendala apa saja yang di hadapi saat melakukan pengangkutan sampah? 

3. Sampah apa saja yang paling dominan yang di temukan? 

4. Ada berapa jumlah tps dan tpa di kabupaten tebo? 

5. Jam berapa petugas pengangkut sampah mulai beraktivitas? 

6. Apakah dalam pengangkutan sampah masyarakat melakukan pemilahan 

sampah secara baik? 

7. bagaimana sarana prasarana pengangkut sampah apakah mendukung 

dalam pengangkutan sampah yang ada di Kabupaten Tebo? 

8. Berapa kira-kira sampah yang di angkut perharinya? 

Daftar Pertanyaan Untuk Petugas Retribusi Sampah 

1. Berapa retribusi sampah yang harus dibayar oleh masyarakat? 

2. Berapa kali seminggu penarikan retribusi sampah dilakukan? 

3. Bagaimana pengelolaan dana yang di dapat dalam retribusi sampah 

tersebut? 

4. Apakah penarikan retribusi sampah ini berjalan optimal? 

5. Bagaimana tindakan petugas retribusi jika ada yang sulit untuk membayar 

uang retribusi tersebut? 

6. Berapa yang harus di bayarkan oleh petugas retribusi tersebut? 

 

 

 

 



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

Lampiran 3 Dokumentasi Riset 

DOKUMENTASI 

A. Dokumentasi Kabid Pelayanan Kebersihan Pengelolaan Sampah 

 

Foto Dokumentasi Bersama Bapak Arif Budiman, SH Selaku Kabid Pelayanan 

Kebersihan Pengelolaan Sampah  

B. Dokumentasi Bersama Kabid Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

Foto Dokumentasi Bersama Bapak Muhammad Nuri, SP Selaku Kabid Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

 

 

 



 

  

C. Dokumentasi Bersama Staf Dinas Lingkungan Hidup 

 

Foto Dokumentasi Bersama Ibu Rara Selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup. 

 

Foto Dokumentasi Bersama Kak Lili Selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup. 

D. Foto Bersama Petugas Kebersihan. 

 

Foto dokumentasi bersama bapak Khaliri (58) selaku petugas kebersihan 



 

  

 

Foto dokumentasi bersama bapak Joko (50) selaku petugas kebersihan 

 

Foto dokumentasi bersama bapak Wahid selaku petugas kebersihan. 

 

Foto dokumentasi bersama bapak Ngatman (63) selaku petugas kebersihan 



 

  

 

Foto dokumentasi bersama bapak Katiman (62) selaku petugas kebersihan. 

E. Foto Besama Sopir Pengangkut Sampah. 

 

Foto dokumentasi bersama bapak Teguh Abdul dan bapak Paidi sebagai petugas 

pengangkut sampah 

 

Foto dokumentasi bersama bapak Suradi selaku petugas pengangkut sampah 



 

  

F. Foto Bersama Masyarakat  

 

Dokumentasi bersama bapak Edi Susanto (46) selaku masyarakat 

 

Foto dokumentasi bersama Yoga Andika (15) sebagai masyarakat. 

 

Foto dokumentasi bersama bapak Widodo (65) selaku masyarakat 



 

  

 

Foto dokumentasi bersama ibu Siti Matoyah (43) selaku masyarakat 

 

Foto dokumentasi bersama ibu Setiawati (44) selaku masyarakat. 

 

Foto Dokumentasi Bersama Ibu Rika Selaku Masyarakat. 



 

  

Lampiran 4 Dokumen Pendukung Laporan Rise 

Sarana Dan Prasarana Bidang Kebersihan 

 

Lokasi TPA Kabupaten Tebo. 

 

 

Kondisi TPA kabupaten Tebo. 

 



 

  

Sampah Dari Perumahan Yang Di Jemput Oleh Bentor 
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